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PUTUSAN
Nomor : 20/Pdt G/2010/PN.Mdn .

DEMl KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
| Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat
pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut .di bawah ini, terhadap perkara

perdata antara :

Laki-laki, umur 43 tahun, peralamat di Jalan

1. VINCENTIUS SETARA GO,
amatan Medan Deli,

Kompleks Citra Graha Blk. D Lk. |, Desa Tanjung Mulia, Kec

Kota Medan ; _
2 SUMADY NGADIA, Laki- Iakt umur, 33 tahun, beralamat di Jalan Pukat [\ No.'l.'B -

Medan, Kelurahan Bantan Tnmur Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan,

Keduanya (1 dan 2) dalam hal ini diwakili kuasanya 1. Sunardi, SH, Advokat dan '
Konsultan Hukum, yang berkantor di Law Office SUNARD!, SH & Rekan, yang
alan Karya Jaya, Karya X1V, Mustafa 11, Medan Johor, Kota -
at Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari 2010, Selanjutnya
PENGGUGAT |

-beralamat kantor di J
edan, berdasarkan Sur

5 .tsebut

oo

- MELAWAN -

Umur kurang lebih 65 tabun, Pekerjaan

1. Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION
alamat di Jalan Gaperta Ujung Gg.

Wiraswasta, ber
Pribadi No.2, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan
setanjutnya - d|sebut_ |

sebagai—— -~ TERGUGAT-I;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. MENTERI KOMUNIKASI DAN
!NFORMATIKA (MENKOMINFO) dfh  MENTERI

PENERANGAN, beralamat di Jalan Medan Mérdeka
Barat No.9 Jakarta Pusat, Jakarta, Selanjutnya disebut

Medan Helvetia, Kota Medan,

sebagai

TERGUGAT-II.
UBLIK INDONESIA, KEPALA BADAN PERTANAHAN

~ NASIONAL (BPN) R, cq. KEPALA KANTOR WILAYAH
"BADAN PERTANAHAN NASIONAL (KANWIL. BPN) -

3 PEMERINTAH REP



SUMATERA UTARA, cq. _KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA MEDAN, - beralamat di Jalan
Jendera!l Besar Abd. Haris Nasution, Pangkalan Masyhur,

Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai
' TERGUGAT Ili;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Setelah, membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah, melihat dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;
Setelah, mendengar saksi- saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKI DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat ‘dalam Surat Gugatannya tertanggal 18 Januan o
?@1“,%2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, di bawah Nomor :

1‘2 Pdt G/2010/PN.Mdn tanggal 20 Januari 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai

 FAKTA-FAKTA YANG MENDASARI GUGATAN INI
- Bahwa Penggugat ada menguasal dan memiliki .sebidang tanah seluas
kurang lebih 6100 M2 yang 1er!etak di' Jalan Kol. Yos Sudarso Km. 7,9
Desa Tanjung Muha Kecamatan Medan Deli, Kota Medan |
. Bahwa sebidang tanah tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatas dengan PLN ;
b. Sebéflah Selatan berb-atas dengan Gang Tape ;
c. Sebslah Barat berbatas dengan Gang Tape ;
d. Sebelah Timur berbatas dengan Drs. Ahmad Fauzie Nasution/PT."
Roda Mas ; o _ |
- Bahwa Penggugat memperoleh [ahan tersebut dengan'cara membeli dari
Drs. Ahmad Fauzie Nasution i.c. Tergugat | dengan Akta Pelepasan Hak '-
dan Ganti Rugi yang dapat diperinci sebagai berikut : o l_
a. Akfa Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor : 45, Tertanggal 26 -
i 2005, yang dlbuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
TOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn.
rs. Ahmad Fauzie Nasution-kepada Tn. Vincentius Setaga Go;




b. Akta Pelepaéan Hak dan ganti Rugi Nomor : 46, Ter"tanggél 26
Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA

SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn. -

Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vincentius Setaga Go ; |
c. Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor : 47, Tertanggal 26
Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Suméte-ra Utarg, dari Tn. .

Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vincentius Setaga Go ;
- Bahwa pada awalnya salah seorang Penggugat yaitu sdr. Vincentius
Setara Go yang membeli sebidang tanah tersebut dari Tergugat I, akan
tetapi kemudian Vincentius mengalihkan satu tapak (persil) kembali

a. Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor : 28, Tertanggal 20
September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang S_umatera.Utara, dari Tn,
Vincentius Setaga Go kepada Tn. Sumady Ngadia ;

Dan Penggugat i.c Sumady Ngadia juga memperoleh sebidang.

tanah langsung dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution berdasarkan :

b. Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor : 27, Tertanggal 20
September 2005, yang dibuat dihadapan Notarié PITTA EMMA
SITOMF‘DL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn.
Drs. Ahrﬁad Fauzie Nasution kepada Tn. Sumady Ngadia ;

- Bahwa pada saat Penggugat atas nama Vincentius Setara Go membeli -
sebidang tanah tersebut dari Tergugat | luasnya hanya sekitar 1800 M2
yang merupakan bagian dari tanah seluas 17.320 m2 yang menurut

Tergugat | adalah miliknya dan pada saat itu, Tergugat | menunjukkan
| dasar-dasar kepemilikan dan penguasaannya atas tanah yang akan dibeli
oleh Penggugat; ‘

- Bahwa Tergugat | pada saat Penggugat akan membeli sebahagian tanah

ang diklaim oleh Tergugat | sebégai. miliknya menyatakan sebidang tanah

efuas 17.320 M2 diperoleh dari Ahli Waris pemilik tanah sebelumnya
yaitu Ahli waris Alm. T. Djalaluddin berdasarkan penyelesaian hukum atau -




adanya perdamaian antara Ahli waris Alm. T. Djalaluddin dengan Tergugat . - .

l, pada tanggal 10 Desember 1985 : ,

Bahwa sekitar pertengahan tahun 2008, Penggugat mengajukan atau
mengirim surat permohonan Penerbitan Sertifikat atas tanah terperkara
seluas 1800 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan
dengan dasar-dasar kepemilikan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugl
No.46 tertanggal 26 Mei 2005 ; _

Bahwa pada tanggal 18 Mei 2007, melalui Surat no. : 600-873, Kepala
Kantor Pertanahan Kota Medan i.c Tergugat [!l menolak permohonan
Penggugat dengan alasan bahwa diatas tanah Yang dimohonkan
Penggugat Sertifikatnya tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai No.1
Desa Taqjung Mulia Hilir nama JalahlPersiI Jalan dari Medan ke Belawan, |
tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Depart_c_emen Penerangan

Republik indonesia sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika i.c

Tergugat H, berkedudukan di Jakarta :
Bahwa fakta ditolaknya permohonan Penggugat oleh Tergugat lll dengan
alasan telah terbit Sertifikat Hak Pakai atas 'tanéh terperkara atas nama
Tergugat |l telah disampaikan kepada Tergugat | sekaligus Penggugat
menyatakan keberatannya kepada Té‘rguga't I, '
Bahwa pada saat Penggugat menyatakan keberatannya kepada Tergugat
|, Tergugat | menyatékan bahwa Sertifikat Hak Pakai atas nama Terg_ugat'
Il tersebut cacat t}‘ukum dengan alasan-alasan sebagai berikut : .
Bahwa Tergugat_\ It tidak pernah memakai tanah ferperkara untuk
kepentingannya r};aupun untuk kepentingan negara oleh sebab itu terbukdti
kepemilikan Te;gx‘ijg-ét Il melalui Hak pakai yang diterbitkan oleh Tergugat
Il terkesan direkayasa dan didasari oleh landasan hukum vyang
bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya -
Undang-undang Pokok Agraria ; ,. '
Bahwa menurut Tergugat | penerbitan Sertifikat Hak Pakai tersebut
diterbitkan pada saat antara Tergugat | dengan Ahli Waris Alm. T.
Djalaluddin masih dalam sengketa sehingga tidak mungkin terbit Sertifikat
atas tanah yang masih sengketa dan dimohonkan oleh pihak yang tldak

da kepentingannya dalam tanah itu ;

ahwa masih menurut Tergugat | dasar-dasar Penerbitan Sertifikat
tersebut yaitu Akta jual Beli tanah No.44 Tahun 1964 dan No.45 TahQn




1964 serta No.46 Tahun 1964 ternyata setelah diselidiki dan diteliti oleh .

Tergugat | ternyata tidak ada atau tidak valid dan menurut keterangan
Tergugat | Akta-akta Jual Beli Tanah tersebut tidak dapat ditunjukkan dan
diklarifikasi keabsahannya oleh Tergugat ill maupun Tergugat Il ;

- Bahwa menurut Tergugat | letak tanah yang dimuat dalam Sertifikat Hak '

Pakai No.1 tersebut juga tidak jelas sehingga membuktikan penerbitan

Sertifikat Hak Pakai No. 1 tersebut adalah rekayasa dan bertentangan

dengan hukum ; _ ‘
- Bahwa Tergugat | telah mengajukan upaya hukum untuk membatalkan
Sertifikat tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ;
Bahwa Tergugat | selalu meyakinkan Penggugat bahwa Penggugat tidak
perlu khawatir dengan perkara yang berlangsung karena Tergugat | akan
tetap ‘memiliki tanah yang sebahagian telah dibeli Penggugat, atas dasar
ftu Penggugat kembali membeli sebahagian lagi daﬁ tanah Tergugat |
tersebut sehingga total luas tanah yang dibeli Penggugat dari Tergugat |
sudah mencapai hampir 6100 M2 dengan perincian sebagai berikut :
a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45, tertanggal 26
Mei 2005, vyang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,dari Tn.
Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn: Vincentiué'Setara Go,
seluas lebih kurang 1.600 M2 (seribu enam ratus meter persegi} ;
b. Akta Pe_[_gpasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 46;__fertanggal 26

Mei 2005 yang dibuat dihadapan Notaris' PITTA EMMA |

SITOMPUL SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn.
Drs. Ahmad Fauzie Nasu’uon kepada Tn. Vincentius Setara Go
seluas. lebih kurang 1.800 M2 (seribu delapan ratus meter
persegi) ; ‘ I

c.' Akta Pelepasan Hak dan.Ganti Rugi Nomor : 47, tertanggal 26
Mei. 2005, yang dibuat dihadapan Notaris -PITTA EMMA
SITOMPUL_, SH, Notaris.'di Deli'Serdang Sumatera Utara, dari Tn.
Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vincentius Setara Go
seluas kurang lebih 1.600 M2 (seribu.enam ratus meter perseqi) ;

d. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28, tertanggal 20
September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
| SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn.

TRy Aoy Tt




Vincentius Setara Go kepada Tn. Sumady Ngadia seluas kurang
lebih 1.599 M2 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter
persegi) ;
. e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 27, tertanggal 20
s | September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA -
SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara, dari Tn.
Drs.Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Sumady Ngadia seluas
1.102 M2 ; '
Bahwa kemudian setelah beberapa lama berperkara akhirnya menurut
Tergugat | saat ini pefkara antara Tergugat | dengén Tergugat Nl dan
Tergugat II telah diputuskan di Mahkamah Agung RI. Dengan putusan
Gugatan Tergugat | tidak dapat diterima (Niet ovankelijke verklaard/NO) ;
Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Agung Rl tersebut, Penggugat |
-sangat khawatir dan kemudian merasa tidak jelastah kepemilikan
Penggugat atas tanah terperkara seluas hamper 6100 M2 tersebut
sehingga hal ini sangat mérugikan Penggugat karena terhadap
kepemilikan Penggugat tersebut tidak ada kepastian hukum yang jelas ;
Bahwa apapun yang terjadi antara Tergugat | déngan Tergugat Il dan
Tergugat lll bukaniah- merupakan ténggﬁung jawab  Penggugat dan
Penggugat tidak pernah ikut campur, akan tetapi dari sengketa tersebut _"- |
Penggugat menjadi korban dan sangat merugi ; | ' . S
Bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritkad baik yang tldak tahu '
menahu persengk_etaan antara Tergugat | dengan Tergugat il dan
~ Tergugat il sehingga sebagai pembeli yang beritikad baik sudah
seharusnya Pos\is.‘:f' Ei'an kepentingan hukum Penggugat dilindungi oleh

undang-undang dan Hukum';‘ ]

Bahwa sebagai pembeli.beritikad baik sudah seharusnyalah Penggugaf
- dilindungi dari'Perbuatén Melawan Hukum Tergugat | ‘yang jelas-jelas

sudah sudah merugikan Penggugat juga perbuatan melawan hukum dari

)Tergugat i dan Tergugat ill ;

i

. KUALIFIKASI PERBUATAN-PERBUATAN TERGUGAT I, I, DAN
RGUGAT IIl. |




- Bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan sebelumnya jelas bahwa Tergugat |
tefah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) dengan
menjual tanah terperkara yang belum sepenuhnya menjadi miliknya ;

- Bahwa terhadap Tergugat Il dan Tergugat Ill dapat dikualifisir telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan proses Sertifikasi Tanah

yang direkayasa dimana Tergugat Il pada faktanya tidak pernah _me'makai B

tanah terperkara bahkan tidak pemah'meng_uasai tanah tersebut ;

- KERUGIAN MATERIIL DAN MORIL YANG DIALAM! PENGGUGAT
Bahwa dari fakta-fakta sebelumnya terbukti bahwa perbuatan meilawan
\ hukum dari Tergugat | telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan
keruglan tersebut sangat nyata ;

z Bahwa demikian juga dengan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat Il dan

*g/ Tergugat Ill juga sangat merugikan Penggugat :

- . Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatigedaad) Tergugat I, II,
dan Tergugat Ili mengakibatkan kerugian yang nyata bagi Penggugat baik
kerugian materiil maupun moriil. Adapﬁn kerugian-kerugian Penggugat

- tersebut dapat diperinci sebagai berikut :

o

A. KERUGIAN MATERIIL | .
- Bahwa kerugian materiil terdiri dari. seluruh pengeluaran atas pembelian

tanah terperkara yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sebesar

Rp.1.000.000. 000 - (satu milyard rupiah} ;

- Bahwa untuk pengurusan Perkara Aquo maupun pengurusan Sertifikat
yang ditolak sebesar-Rp.50.000.000,- (fima puluh juta rupiah)

-" Bahwa Total Kerugian materiil Penggugat sebesar Rp.‘l.050.000.000,~

(satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

B. KERUGIAN MORIIL _
- Bahwa kerugian moriil yang diderita Penggugat berupa adanya perasaan

khawatlr dan takut yang berkepanjangan akibat Perbuatan Melawan _ '

Hukum Tergugat |, I, dan Tergugat lll yang menimbulkan ketldakpastlan
atas kepemifikan Penggugat atas tanah terperkara. Akan- tetapi_‘karéna
kerugian morill ini tidak dapat dinilai, sebaliknya dalam gugatan kerUgian




i harus dapat dinilai déngan jelas maka Penggugat menilai Kerugian Morill -~ -
Penggugat adalah sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) : |

TOTAL KERUGIAN PENGGUGAT

- ' - Bahwa dari kerugian materiil dan moriil yang diderita oleh F’enggugat
maka total kerugian Pe.nggugat adalah kerugia’nrmateriil ditambah dengan
kerugian moriil, berarti Rp.1.050.000.000,- + Rp. 500.000.000,- adalah
atau sama-dengan Rp.1.5650.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh

juta rupiah).

Bahwa berdasarkan kerugian-kerugian yang diderita oleh Penggugat dan
& |l juga adanya kekhawatiran Pen'ggugat bahwa gugatan ini akan sia-sia,
/ maka untuk menjamin gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon agar
diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) atas tanah terperkara ;
Bahwa sudah sepatutnya akibat Perbuatan Melawan Hukum yang
dilakukan, maka kerugian tersebut harus dipertanggung jawabka:nwoléh _
Tergugat |, I, dan Tergugat Wl secara tanggung renteng (tanggung . - °
menanggung) dan pembayaraﬁ atau penggantian kerugian tersebut harus '
dilakukan secara langsung dan tunai (direct and cash) ;
Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.1 tersebut terbit atas dasar rekayasa
- Tergugat Il yang berkolaborasi atau bersekongkol dengan TerQUgat i,
oleh sebab itu sudah seharusnyalah Sertifikat Hak Pakai No.1 tertanggal
14 Desember 19§5 harus dibatalkan demi hukum atau setidak-tidaknya
dinyatakan tidak mermiliki kekuatan hukum sama sekali ;
‘Bahwa kedudukan Penggugat sebagai Pembeli yang beritikad baik maka
Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi ye;ng telah dipaparkan sebelumnya
antara Penggugat maupun Tergugat adalah sah dan berlaku berdasarkan
Hukum, dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah
terperkara ; , |
Bahwa agar Penggugat tidak mengalami kerugian yang lebih besar
dikemudian hari, maka sudah seharusnyalah Tergugat |, Il dan Tergugat [l
cara ' tanggung renteng atau tanggung menanggung dibebani
wangsom (uang paksa) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rUpiah)
erhari, sétiép -hari keterlambatan Tegugat I, Il, dan Tergugat HI




melaksanakan Putusan Perkara ini yang telah -memiliki Kekuatan Hukum
Tetap (Inkracht Van Gewisjsde) ; .
- Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didukung oleh fakta-fakta yang
akurat dan otentik, serta sempurna menurut hukum, maka cu_kup N
beralasan untuk dimohonkan agar putusan dalam perkara berdasarkan
Gugatan Aquo dapat dilaksanakan atau dijalanka_n terlebih dulu dengan
serta merta, meskipun ada Perlawanan (verzet), banding, ataupun'Kasasi :

(atau lazim disebut Uitvoerbaar bij vorrad) ;

Berdasarkan déiil~dalil tersebut diatas, maké Penggugat melalui Kuasa Hukumnya
dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas | A Medan, untuk

emanggil para pihak yang bersengketa atau berperkara, dalam suatu hari sidang, dan
% aya mengambil keputusan yang Amarnya adalah sebagai berikut :

RIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat' f, 11, dan
- Tergugat Il telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan Akta-akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang terdiri dari .

- a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor. . 45, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kepada Tn. Vincentlus Setara Go seiuas lebih kurang 1.600 M2
(seribu enam ratus meter persegi) ;

b. Akta Pelepasan Hak tan: Ganti Rugi Nomor : 45, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas.lebih kurang 1600 M2
(seribu enam ratus meter persegi) ; ‘

c. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notans di

abupaten Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
asution kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang 1. 600 M2

seribu enam ratus meter persegi) ;
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d. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang dibuat dihadapén Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang 1.600 M2
(seribu enam ratus meter persegi) ’

e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor @ 45, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di
Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang 1.600 M2

- (seribu enam ratus meter perségi) ;

_ Adalah sah dan berkekuatan hukum.

enyatakan menurut hukum Penggugat sebagai Pemilik yang sah dari tanah

.f" Sbrperkara ;

enghukum Tergugat |, Il, dan Tergugat ill secara tanggung renteng (tanggung

menanggung) membayar seluruh Kerugian Materiil dan Moriil yang dialami

Penggugat yang ditaksir sekitar Rp.1.650.000.000 - (satu milyard lima ratus liilma

puluh juta rupiah) secara langsung dan Tunai (cash) ; ‘

&. Meriyatakan Sedifikat Hak Pakai No.1 tertanggal 14 Desember 1985 atas nama
Tergugat Il yang diterbitkan oleh Tergugat [il Batal Demi’ Hukum atau setidak-

Y
T
...... -

- tidaknya tidak memiliki Kekuatan Hukum sama sekali :

7. Menghukum Tergugat |, Il dan Tergugat 1ll secara tanggung renteng atau
tanggung menanggung untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar
Rp.100.000,- (seratus “ribu rupiah) setiap keterlambatan Tergugat 1, 11, dan

Tergugat Ill memenuhi isi putusan dalam perkara Aquo yang telah momifiki
Kekuatan Hukum Tetap. (nkfach van Gewijsde) ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang

diletakkan dalam perkara ini ;

voerbar B Vorrad) walaupun ada upaya hukum éanding, Kasasi, maupun Verzet

(perlawanan) ;
10.Menghukum Tergugat I, Il, dan Tergugat il secara tanggung renteng atau
ta/hggung menanggung membayar seluruh biaya-biaya'_yang timbul dalam

i .
pérkara ini ;

1. | suBsiDAIR

9. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit~ -
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Memohon agar Pengadilan memberikan Putdsan yang sebenar-benarnya dan seadil-
adilnya (EX AEQUO ET BONO). '

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat hadir kuasanya SUNARDI, SH, Advokat dari LAW OFFICE SUNARDL, SH &
REKAN, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Januari-2010, sedangkan
untuk Tergugat | hadir sendiri, namun pada persidangan berikutnya hadir kuasanya ALl
HASMI, SH dan FAISAL NASUTION SH, keduanya Advokat beralamat di LAW OFFICE
HARAHAP, NASUTIO & ASSOCIATES dijalan Kom. Laut Yos Sudarso No.138/KM.7,9
Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli. Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 28 April 2010, dan untuk Tergugat |l hadir kuasanya MUNAWAR, SH
- \{okat pada kantor hukum * MANGIRING SIHOMBING, SH & REKAN, di Jalan Letda
Lot QS ho No.39 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) tertanggal 3 Juni
'501;6 Juncto Surat Kuasa Khsusu tertanggal 17 Maret 2010, dan Tergugat Il hadir
k} shnya ROTUA NOVIYANTI, SH, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan beralamat
Kantor Pertanahan Kota Medan, Jalan Jend. Besar Abdul Haris Nasution, Medan,

'gérdasarkan Surat Kuasa'KhususLtertanggal 1 Maret 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bérupaya mendamaikan kedua belaﬁ
mhak yang berperkara melalui mediator yang ditunjuk, yaitu WAHIDIN, SH. M.Hum,
Hakim Mediator dari Pengaditan Negeri Medan, akan tetapi mediasi tersebut dinyatakan
gagal dan tidak berhasil, oleh karena mana pemeriksaan perkara aquo dilanjutkan
dengan pembacaan surat 'guoa‘tan Penggugat, yang atas gugatan mana, Para
Panggugat menyatakan tlciak ada perubahan atas gugatan tersebut dan Para

Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat |, telah

mengajukan jawaban sebagai berikut -

Bahwa memang benar Tergugat | ada mengganti rugikan sebidang tanah secara
ber‘cahap, sehingga sampai saat ini mencapai luas lebih kurang 6100 M2 yano terletak di
Jalan Kof. Yos Sudarso Km.7,9 K9lurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli Kota Medan,
g b as-batasnya sebagaumna vang disebutkan didalam gugatan penggugat--
_alaman 2 (dua). Yang merupakan sebagian dari tanah milik Tergugat | dari tanah .

jeluas selurunya 17.320 M2.
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Bahwa tanah seluas 17.320 M2 adalah benar milik Tergugat |, yang telah Tergugat |
kuasai dan usahai secara terus menerus dari tahun 1987 sampai dengan saat ini tanpa

ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun sudah 43 tahun lamanya.

Bahwa menurut pasal 1963 KUHPerdata menyatakan “ siapa yang dengan itikad baik
menguasai benda tidak bergerak selama 30 (tiga puluh tahun) tahun, memperoleh hak
milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya “. |

Bahwa dalam buku berjudul Pokok-Pokok. Hukum Perdata oleh Prof. Subekti, SH.
*Qetakan XXIV, halaman 186 alinea kedua disebutkan ¢ Dengan lewatnya waktu 30
malahan bezitter yang jujur tersebut tidak diharuskan mempertunjukkagn sesuatu
i, artinya ia dapat menolak tiap tuntutan dengan hanya menunjukkan bezitnya
50 tahun berturut-turut, dengan tidak pernah mendapat gangguan, dan ia akan

e

S

"'Bahwa untuk membuktikan Tergugat | telah menguasai dan mengusahai tanah tersebut

( point pertama diatas ) sejak tahun 1967 hingga sampai saat ini ( diganti rugikan

kepada Penégugat) terbukti dari tidak adanya tuntutan apapun dari siapapun.

Bahwa hal ini sejalan denga-n'ketentuan pasal 24 ayat (2) PP~ No.24 Tahun 1997

ditegaskan, * dalam hal tidak atau tidak tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian

sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembuktian hak dapat. dilakukan berdasarkan

kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh)

tahun atau lebih secara berturut-turut dengan syarat

1. Penguasaan? térsebut dilakukan dengan itikad balk dan secara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah,
serta diperkuat cleh kesaksian orang yang dapat dipercaya.

2. Penguasaan tersebut tidak d-ipermasa-la%!kan hukum -agapt atau

" desa atau kelurahan yang bersangkutan ataupun oleh pihak lain.

Sahwa bardasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka secara hukum ganti rugi

antara Tergugat | dengan Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum.

hwa dengan adanya ketentuan pasal 1963 KUHPerdata adalah menjadi tidek refavan

SOOnrS

ikalau Penggugat juga masih juga mempermasa!ahkan keabsahan penguasasn seiala
rus menerus selama 43 (empat puluh tiga) tahun atas tanah tersebut. Yang menjadi
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dasar penguasaan Tergugat | dan didukung dengan surat-surat buktf Iainnya, dengan
logika hukum vyaitu jikalau Tergugat | saja telah dijamin oleh pasal 1963 KUHPerdata
" maka secara inheren dan otomatis telah juga menjamin kedudukan Penggugat sebagal
pembeli atau mengganti rugikan sebidang tanah terperkara seluas lebih kurang 6100

M2.

Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2007, melalui Surat No.600/873, Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan/Tergugat Il menolak permohonan Penggugat dengan alas an
bahwa diatas tanah yang dimohonkan Penggugat Sertifikatnya tersebut, telah terbit
ertifikat hak pakai No.1 Desa Tanjung Mulia Hilir nama Jalan/persil Jalan dari Medan
S\Belawan, tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Rl
Rarang Departemen Komunikasi dan informatika/Tergugat Il berkedudukan di Jakarta.

: va atas terbitnya sertifikat hak pakai No.1 Desa Tanjung Mulia Hilir -nama
- 4-Ian/persxl jalan dari Medan ke Beiawan, tertanggal 14 Desember 1995 atas nama
Tergugat Il tersebut, Tergugat | telah mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata |
Usaha Negara, yang ternyata pada pokok perkaranya Menyatakahpenerbitan sertifi kat
tersebut telah menyalahi peraturan perundangan-undangan yang beriaku, sehingga
putusannya berbunyi * Menyatakan batal sertifikat hak pakai No.1 Desa Tanjung Mulia
Hilir nama jalan /persil jalan dari Medan ke Belawan, tertanggal 14 Desember 1995 atas
nama Departemen Penerangan R.I, sekarang Departemen Komunikasi dan
.' Informatika/Tergugat I} berkedudukan di Jakaria, dengan luas tanah 17.320 M2. dan *
Mewapbkan Tergugat il untuk “ mencabut sertifikat hak pakai No." Desa Tanjung Mulia
Hilir nama jalan / persil jalan dart Medan ke Belawan, tertangga% 14 Desember 1995 atas
nama Departemen Penerangan RI, sekarang Departemen Komunikasi dan
informatika/Tergugat 1I berkedudukan di Jakarta, dengan luas tanah 17.320 M2 ° dan
putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan T:ngcn Tata Usaha Negara Medan, sedangkan

- putusan Mahkamah Agung bukan mengenai pokok perkara.
Bahwa dalil gugatan penggugat halaman 3 point terakhir dan halaman 4 point 1, 2, 3

dan point 4 adalah benar adanya karena keberadaan sertifikat hak pakai No.1 Desa
Tranjung Mulia Hilir nama jalan/persil jalan dari Medan ke Belawan, tertanggal 14

‘engambil keuntungan dari keberadaan sertifikat tersebut.
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Bahwa Tergugat | telah berupaya mencari tahu dasar diterbitkannya serhﬂkat hak pakai
No.1 tersebut, yaitu Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SK.82/HP/22.01/1995 tertanggal 7
Nopember 1995 baik melalui surat-surat maupun fangsung ke Badan Pertanahan Kota
Medan/Tergugat 1ll. Namun hingga saat ini tidak ada jéwaban maupun balasan dari
surat-surat yang telah Tergugat | sampaikan untuk mempertanyakan keberadaannya
dan memohon diberikan fotocopynya lebih kurang sudah 1 (satu) tahun lamanya.
Dengan demikian dapat dikualifisiv Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan Nomor : SK.82/HP/22.01/1985
. tanggal 7 Nopember 19895 tidak ada (fiktif) yang seakan-akan sertifikat hak pakai No.1

but benar, padahal sesungguhnya tidak benar.

; :-",'a Tergugat | tidak pernah meyakinkan Penggugat tentang keberadaan tanah yang

r igat | kuasai atau miliki, Penggugat membeli/mengganti rugi sebagian tanah
’/*l‘j érgugat |, karena Penggugat sendiri telah yakin bahwa tanah terperkara adalah hak
milik Tergugat | berdasarkan alas hak dan penguasaan Tergugatll yang secara terus

menerus tanpa ada klaim dari pihak manapun sejak tahun 1967 sampai hingga saat
. sekarang ini.

Bahwa berdasarkan uraian-urajan dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, ternyata
- Tergugat | tidak ada melakukan pérbuatan melawan hukum, karena kepemilikan dan
penguasaan Tergugat | terhadap tanah terperkara telah dilandasi dengan dasar hukum
‘i-".. yang kuat dan telah dijamin oleh undang-undang., vyaitu berdasarkan peraturan dan

dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat | tidék
dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum, ‘maka oleh karena ity
tuntutan ganti- kerugian dan tuntutan lainnya tidak periu dipertimbangkan dan harus
dikesampingkan/ditolak. Khususnya terhadap Tergugat |,

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kehadapan Maje'lis Hakim yang
emeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudi menerima dan mengabulkan jawaban

Jergugat | ini seluruhnya.
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Menimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat ||

telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

|.DALAM EKSEPSI

1. Tuntutan Penggugat Bukan Kewenangan Peradilan Umum Secara Absolut.
1.1.Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 18 Januari 2010, talah
mengajukan tuntutan (Petitum) yang berbunyi agar Pengadilan Negeri
Medan “Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14 Desember
1995 atas nama Tergugat 1l ( Departemen Penerangan Republik

% Republik Indonesia) yang diterbitkan oleh Tergugat 1l Batal Demi Hukum

b \\atau setidak-tidaknya tidak memiliki Kekuatan Hukum sama sekali”,

> a2 /Bahwa Sertifikat Mak pakai No. 1 tertanggal 14 Desember 1995 atas nama
Y / Departemen Penerangan Republik Indonesia (sekarang Kementrian
“ Komunikasi dan Informatika Republik indonesia) yang diterbitkan Tergugat
I tersebut, dalam prespektif limu Hukum, adalah atau merupakan Suatu
Keputusan Tata Usaha Negara; |
1.3.Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo. Undang -undan No. 9 Tahun
2004, yang menyatakan bahwa; '
“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
_ dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan
gUgatan tertulis ke%pel_da pengadilan yang berwenang yang brisi tuntutan
agar Keputusan Tata‘Usahé Negara yang disengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau
rehabilitasi’. Peradilan yang dimaksud adalah Peradilan Tata Usaha
Negara, akan tetapi dalam ;angka waktu sebagaimana yang telah
ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang
Peraditan Tata Usaha Negara,
1.4.Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14 Desember
995 atas nama Depademen Penerangan RepUink Indonesia *terselbut,
adalah merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka dalam hal
seperti Tuntutan atau Petitum yang diéjukan Penggugat dalam Gugatan

iIndonesia/sekarang Departemen/Kementrian® Komunikasi dan lnformatlka o
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tertanggal 18 Januari 20-10 tersebut diatas yaitu agar Pengadilan Sertifikat
Hak Pakai No. 1 tahun 1995 tertanngal 14 Desember 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia yang diterbitkan Tergugat HI
tersebut Batal Demi Hukum, maka Pengadilan yang berwenang secara.
absolut untuk memeriksa dan mengadilinya, adalah kewenangan secara
absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum (in
casu Pengadilan Negeri Medan); '
1.5.Bahwa oleh karena Gugatan dengan Tuntutan atau Petitum yang berbunyi
untuk menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14 Desember 1985
(merupakan Suatu Keputusan Tata Usaha Negara) atas nam Deperiemen
g\Cenerangan Republik Indonesia yang diterbitkan Tergugat Il tersebut batal
é:»-j lemi hukum adalah. merupakan kewenangan secara. absolut dari Peradilan
ata Usaha Negara, maka Gugatan tertanggal 18 Januari 2010 yang
diajukan Penggugat dalam perkara ini yang diajukan Penggugat ke
Pengadilan Negeri Medan (Peradilan Umum) dengan Tuntutan atau
Petitum agar Pengadilan menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun
1995 tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan
Republik Indonesia yang diterbitkan Tergugat il batal demi hukum, adalah
merupakan Gugatan yang bertentangan dengan kompetensi atau
kewenangan secara absolut dari Pengadilan Negeri,Medan' (Peradilan
Umum), |
1.6.Bahwa dengan kata lain ,gugatan tertanggal 18 januari 2010 yang di ajukan
penggugat dalam perkara ini dengan tuntutan atau petitum agar pengadltan
" negeri Medan menyatakan sertifikat hak pakai no, 1 tahun 1995 tertanggal
14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik
Indonesia (sekarang Kementrian Komur}ikasi dan Informatika Republik
indonesia) yang di terbitkan tergugat II! batal demi hukum, bukanlah
merupakan kewenangan secara absolut dari peradilan umum (in casu
Pengadilan negeri Medan), melainkan kewenangan secara absolut dari
| eradilan Tata Usaha Negara Medandan oleh karena itu gugatan
fertanggal 18 januari 2010 yang di ajukan penggugat ‘dalam'\\perkara in i
dengan tuntutan ( petitum) sebagaimana tersebut di atas , harus dinyatakan

tidak dapat diterima;
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1.7.Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 November 1971
Nomor : 383K/Sip/1971 : pengadilan tidak berwenang membatalkan
sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Rl no. : 716 K/Sip/1973,
menyatakan : “pencabutan dan pembatalan surat sertifikat adalah semata_ '
mata wewenang dari Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran

tanah, bukan termasuk wewenang Pengadilan negeri, maka gugatan
penggugat mengenai pencabutan/pembatalan sertifikat tidak dapat di

terima.”

“\}\x > \Wurisprudensi  Putusan - Mahkamah agung RI No. : 1198 K/Sip/1973,

takan : “Karena pengeluaran sertifikat itu semata-mata wewenang

Fhhenya
3 ~ -
Wi dministrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya

% “_// juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan”.
~_"//1.8.Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat dalam perkara a quo dengan
perihal Gugatan tentang di batalkannya Sertifikat Hak Pakai No. 1
- tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Tergugat Il, jelas tidak dapat di

ajukan ke Pengadilan Negeri Medan. -«

Berdasarkan pada uraian di atas, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili-perkara ini untuk
tidak menerima guéatarj Penggugat dan menyatakan bahwa pengadilan
- Negeri Medan tidak‘bemenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

AY

. Penggugat tidak mempunyai Kewenangan untuk mengajukan Gugatan.

1.1Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggaf 18 januari 2010 yang di ajukan
dalam oerkara ini telah menyatakan bahwa penggugat ada menguasai dan
memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 6.100 m2 (enam ribu seratus meter
persegi) terletak di jalan Kol. Yos Sudarso Km. 7,9 desa Tanjung Mulia Hilir,'
kecamatan Medan deli, Kota Medan:

1.2B8ahwa dalam gugafan tertanggal 18 janhuari 2010 yang di ajukan dalam perkara

I, penggugat menyatakan, bahwa penggugat memperoleh lahan tersebut.
dengan cara membeli dari tergugat | dengan Akte pelepasan hak dan Ganti Rugi
- J$ebagai berikut;
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a. Akta Pelepasan Hak dan.Ganti Rugi Nomor : 45, Tertanggal 26 Mei 2005, |
yang di buat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL,S.H., Notaris di
Deli serdang Sumatera Utara, dari Tn. Drs. Ahmad Fuazie Nasution Kepada
Tn. Vicentius Setara Go;
b. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 46, Tertanggal 26 Mei 2005,
yang di buat dihadapan-Notaris PITTA EMMA SITOMPUL,S.H., Notaris di
Deli serdang Sumatera Utara, dari Tn. Drs. Ahmad Fuazie Nasution Kepada
Tn. Vicentius Setara Go,
_ ;\\c\ Akta Pelepasan Hak aan Ganti Rugi Nomor : 47, Tertanggal 26 Mei 2008,
'&’ yang di buat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL,S.H., Notaris di
eli serdang Sumatera Utara, dari Tn. Drs. Ahmad Fuézie Nasution Kepada
'- n. Vicentius Setara Go;
i, /Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28 Tertanggal 20 September
- 2005, yang di buat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL,S.H., Notaris
di Kabupaten Deli serdang Sumatera, atas nama Tn. Vicentius Setara Go
kepada Tn. Sumady Ngadia seluas lebih kurang 1.599 m2 (seribu lima ratus
sembilan puluh sembilan meter persegi); u .
.~ Akta Peiepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 27 Tertanggal 20 September
2005, yang di buat dihadapan tharis PITTA EMMA SITOMPUL,S.H., Notaris
“di Kabupaten Deli serdang Sumatera, atas hama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kepada Tn. Sumady Ngadia seluas lebih kurang 1.102 m2 (seribu
seratus dua meter persegi) '
" 1.3Bahwa dalam gugatan tertanggal 18 januari 2010 yang Penggugat dalam
perkara ini,juga disebutkan bahwa latar belakang Penggugat untuk membeli
' tanah seluas lebih kﬁréin"g"-6.100 m2 (enam ribu seratus meter persegi) yang
merupakan bahagian dari sebidang tanah seluas 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga
ratus dua puluh meter persegi) tersebut adalah karena - '
a. Tergugat | menunjukkan dasar-dasar_kepemilikéh dan penguasaannya.
b. Menurut Tergugat | bahwa sebidang tanah 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga
ratus dua puluh meter persegi) tersebut diperoleh Tergugat [ dari ahli waris
pemilik tanah sebelumnya yaitu ahli waris almarhum T. Djalaluddin dengan

Tergugat | pada tanggal 10 Desember 1985.

ahwa dengan demikian, Penggugat sejak tahun 2005 (sejak tanggal 26 Mei
005) telah membeli dari Tergugat | dan menguasai sebahagian dari tanah




.
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“tersebut telah didaftarkan atau disertifikatkan. Hal-hal yang demikian, adalah
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seluas lebih kurang 1 7.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter
persegi) yang terletak di Jalan kol. Yos Sudarso Km 7,9 Kelurahan Tanjumg
Mulia, Kecamatan Medan deli, Kota Medan, Propinsi Sumatra Utara yaiti
seluas lebih kurang 6.100 m2 (enam ribu seratus meter persegi) yang
merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai
No. 1 tahun 1995 atas nama Departemen Peneréngan Republik Indonesié_

- (sekarang Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia);

" 1.4Bahwa menurut hukum, dalam hal sebelum terjadinya jual beli atas sebidang

/ ‘ :
an diperjual belikan tersebut dalam sengketa atau apakah atas sebidang tanah

7
f«t;ﬁ:? ! rjual belikan untuk mengetahui tentang apakah atas sebidang tanah yang
2

mutiak merupakan kewajiban hukum dari Penggugat dan Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, SH, yang harus dilakukan sebelum melakukan jual beli atas tanah
seluas lebih kurang 6.100 m2 (enam ribu seratus meter persegi) tersebut;

1.5Bahwa dalam kaitannya dengan hal tersebut diatas, bahwa pada tahun 1992,

Tergugat | dalam perkara ini telah menyerabkan tanah yang terletak di Jalan Kol.
Yos Sudarso Km 7,9, Kelurahan Tanjumg Mulia Hilir tersebut kepada Ke‘pala'
Kantor Wilayah Departemen Penerangan Propinsi Sumatra Utara; '

Bahwa Selain dari pada itu, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik

- Indonesia No. 1046-K/Pid/1996 tertanggal 12 Mei 1997 telah menyatakan

Terdakwa Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION (in casu Tergugat I} terbukti secara
sah dan meyakinkanf‘efé‘alah melakukan tindak pidana memakai Surat Palsu,
dam meghukum Terdakwa Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION dengan pidana

penjara selama 11 (sebelés) bulan;

1.6Bahwa pada tahun 1999, Tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No.

1 tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia, telah
pernah diperkarakan oleh Tergugat | dalam perkara ini sebagai Penggugat

melawan Departemen Penerangan Republik indonesia sebagai Tergugat i

dplam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan Péngadilan

egeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 No. 2398/Pdt.G/1999/PN.Mdn. jo. Putusan

IPengadiian Tinggi Medan tertanggal 9 Mei 2000 No. 58/Pdt/2000/PT.Mdn. dan

Putusan Mahkamah’ Agung No : 2182 K/PDT/2003 tertanggal 28 Ap'ri!2005,-
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dimana dengan putusan mahkamah agung Republik Indonesia No. 2182
K/PDT/2003 tertanggal 28 April 2005 tersebut telah menyatakan bahwa
perbuatan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi (in casu tergugat Il) yang
menyewakan dan menjual tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum; .
1.7Bahwa sejak tahun 1997, tergugat | dalam perkara ini telah mengetahui bahwa
atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 m2 (fujuh belas ribu tiga rétqs
dua puluh meter persegi) yang terlstak di Jalan Medan Belawan atau Jalan Kol.
5‘*\ Yos. Sudarso Km 7,9 , Kelurahan Tanjung Mulia Hiiir, Kecamatan Medan Deli,

LY
;. "P_~“ ota Medan , Provinsi Sumatera Uara, telah di terbitkan sertifikat hak pakai no.

(45 nerangan Republik Indonesia (sekarang Kementrian Komunikasi dan
"/:termaktub di dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 mei 1999
no. 239/PDT.G/1997/PN.Mdn jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 2182 K/PDT/2003 tertanggal 28 April 2005;
~ 1.8Bahwa walaupun tergugat | sejak tahun 1997 telah mengetahui bahwa atas
sebidang tanah seluas levih kurang 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua
puluh meter persegi} yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso km 7,9 , kelurahan -
Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi Sumatera
Utara, telah di terbitkan sertifikat hak pakai No. 1 tahun 1995 penerbitan
tertanggal 14 Desember 1995 atas nama departemen Penerangan Republik
- Indonesia, Tergugat | dalam perka-a ini juga telah pernah mengajukan petitum
atau tuntutan agar Penéa-di!am Tata Usaha Negara Medan menyatakan batal
Sertifikat Hak Pakai no. 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 |
“atas nama Departeméﬁ‘ Penerangan Republik Indonesia, atas tanah seluas
17,320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dué puluh meter persegi) tersebut;

Bahwa gugatan yang di ajukan Tergugat | dalam perkara ini ke Pengadilan Tata

Usaha Negara Tersebut, adalah gugatan sebagaimana termaktub dalam putusan

Pengadilan Tata Usaha Negaré Medan no. 53/G/2007/PTUN.mdn tertanggal 9

Januari 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Us_aha- Medan No.

+ 29/BDG/2008/PT.TUN.Mdn tertanggal 8 Mei 2008, ‘d_imana dalam pemeriksaan
tihgkat kasasi dengan putusan Mankamah Agung Republik Indonesia.No. 260

UN/2008 tertanggal 3 Desember 2008 telah memberikan putusan dengan-

embatalkan putusan -Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan no,
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29/BDG/2008/PT.TUN.mdn tewrtanggal 08 Mei 2008 tersebut, dengan
menyatakan gugatan pengguagat (in casu tergugat |) tidak dapat di ferima;

1.9Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas , maka sejak tahun 2005
tergugat | dalam perkara ini telah dinyatakan tidak berhak untuk menyewékan
dan menjual tanah yang termaktub dalam sertifikat hak pakai no. 1 tahun 1995
penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemaen Penerangan

republik Indonesia, dan sejak tahun 2008 sudah tertutub untuk mengajukan

1.0Bahwa oleh karena sejak tahun 2005 tergugat | dalam perkara ini telah
dinyatakan tidak berhak untuk mnyewakan dan menjual tanah yang termaktub
dalam sertifikat hak pakai no. 1 tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 desembef
1995 atas nama Departemen penerangarn Republik Indonesia, serta bahwa sejak
tahun 2008 telah tertutup untuk mengajukan‘upaya hukum untuk mempersoa!kah
keberadaan atau eksistensi dari sertifikat hak pakai no. 1tahun 1895 atas nama
 departemen penerangn republik indonesia menyangkut sebidang tanah seluas
17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)yang terletak di
Jalan Kol. Yos Sudarso km 7.9 Kelurahan tanjung mulia hilir, Kecamatan Medan
- Deli, Kota Medan teréebut, maka penggugat dalam perkara ini yang mengaku
membeli tanah seluas\.lébii‘i*kurang 6.100 m2 (enam ribu seratus meter persegi)
yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub dalam sertifikat hak pakai
no. 1 tahun 1995 atas nama Departemen i:’enerangan Republik Indonesia
tersebut, tidak mempunyai kewenangan (legal standing) untuk mengajukan
upaya hukum yang betrkaitan dengan tanah yang termaktub dalam sxertifikat
hak pakai no. 1 tahun 1995 dengan alasan apapun;
Bahwa oleh karena penggugat dalam perkara ini tidak berhak atas tanah yang
B termaidub dalam Sertifikat Hak Pakai no. 1 tahun 1996 atas nama Departemen
nerangan Republik Indonesia (sekarang kementrian Komunikasi dan
Informatika Republiuk Indonesia )sehingga tidak mempunyai kewenangan (legal

tanding) untuk mengajukan upaya hukum yang berkaitan dengan dengan tanah
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- yang termakfub dalam Sertifikat hak Pakai no. 1 Tahun 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, maka kiranya cukup
alasan gugatan yang di'ajukajn penggugat dalam perkara ini, harus dinyatakan
tidak dapat di terima; '

2.0Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

2.1.Bahwa dalil-dalil periggugat dalam posita maupun petitum gugatannya
pada angka 3 intinya “menyatakan akta-akta pelepasan hak dan ganti rugi
no. 45,no0. 46 no. 47 no. 28 dan no. 27 yang di buat di hadapan Notaris
Pitta Emma Sitompu! SH,adalah sah dan berkekuatan hukum”.

menyatakan bahwa Akta-akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No. 45 No.

ol 45, No. 46, No. 47, No. 28, dan No. 27 yang dibuat dihadapan Notaris Pitta

Emma Sitompul, SH. Adalah sah dan berkekuatan hukum”, maka berarti

perkara ini termasuk dakam lingkup Peradilan volunter (voluntaire

jurisdictie), vyaitu tuntutan yang merupakan permohpnan (meminta

penetapan) yang tidak mengandung sengketa.

2.3.Petitum gugatan Penggugat 'pada'angka 4 “Menyatakan Menurut hukum
Penggugat sebagai pemilik yang sah déari tanah terperkara;”

2.4 Petitum gugatan Penggugat pada angka ‘6 “Menyatakan sertifikat Hak

| Pakai No. 1, tertangg‘al 14 Desember 1995 atas nama Tergugat Il - yang

diterbitkan oleh Tergugat [fl Batal Demi Hukum atau setldak-tldaknya tidak
memiliki Kekuatan Hukum sama sekali;”

2.5.Bahwa fakta gugat_an aquo, mengandung gugatan yang menyangkut obyek
sengketa tentan\g éhké'pemilikan hak yaitu berupa tanah yang berkaitan
dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1995 atas nama tergugat [,
sehingga gugatan Pewnggugat termasuk dalam lingkup Peradilan
Contentious (contentiouse jurisdictie).

2.6.Demikian juga petitum gugatan penggugat pada angka 2 "menyatakan.
secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat Il telah melakukan perbuafan |
melawan hukum”. ' _ _

2.7 Bahwa dari dalil-dalil penggugat pada posita tidak ménjelaskan p'e‘rbUatar'l'

ergugat Il yang mana telah melanggar hukum, tergugat Il tidak mempunyai

hubungan hukum. dengan penggugat, sehingga tidak menimbulkan
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kerugian kepada penggugattermasuk dalam proses perolehan serifikat
hak pakai No. 1 tahun 1995 atas nama tergugat II.

2.8.Bahwa dari dalil-dalil penggugat dailam pos:ta dan petitum gugatannya
tersebut menunjukkan adanya kerancuan, ketidak jelasan dan kekaburan
dalam perkara a quo, apakah yang sebenarnya -di tuntut penggugat,
apakah mengenai di sah kannya akta-akta pé[epasan dan ganti
rugi,mengenai kepemilikan tanah,mengenai pembatalan sertifikat, ataukah

mengenai perbuatan melawan hukum.

\' cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa
"‘j ; / gugatan penggugat tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard).
Gugatan Penggugat mengada-ada.
~ 3.1.Dalil penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa penggu‘gét
memebeli tanah sengketa dari tergugat | berdasarkan akta-akta pelepaéan
dan'ganti rugi yang di buat oleh notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH.
3.2.Bahwa sesuai surat penggugat kepada te'rgﬁgat Il tahun 2006, Penggugat
mengadukan permohonan hak atas tanah yang di belinya,dan selanjutnya
tergugat Il dengan suratnya kepada penggugat'no.: 600-873,tanggal 15
Mei 2007 menolal; permohonan penggugat dengan alasan bahwa d'i atas
tanah yang dimohonkan penggugat sertifikat tersebut telah terbit sertifikat
hak pakai no. 1 ‘tanggal 14 1995 atas nama- Departemaen Penerangan .
Republik indonesia sekarang departemen Komunikasi dan Informatika
(tergugat ll) di Jakarta. (vide dalil penggugat pada halaman 3, alinea
keempat dan kelima). ' |
3.3.Bahwa penggugat juga telah mengetahui dari tergugat | bahwa Sertifika’c
Hak Pakai no. 1 tertanggal 14 Desember 1995 tersebut telah diajukan
tergugat | upaya hukum pembatalan ‘di Pengadilan Tata U'sahé Negara
Medan dengan menggugat tergugat I, dan hasil putusan kasasi Mahkamah
ung RI Gugatan Tergugat | tidak di terima (Niet Onvankelijke verklaard)
tau (Sertifikat Hak pakai no. 1 adalah sah milik tergugat ). (vide-dal_il '
enggugat halaman 4 alinea kelima, dan halaman 5,alinea kelima). |
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Bahwa mengingat penggugat merasa di rugikan oleh tergugat | karené
ternyata tanah yang di belinya adalah milik tergugat ll, maka penggugat
melakukan kerjasama :dan kolaborasi dengan tergugat | dengan cara
menggugat tergugat 1l dan tergugat Il dalam pefkara a quo. Dengan
demikian gugatan penggugat hanyalah mengada-ada tanpa dasar yang
jelas, mengingat Tergugat Il yang notabene tidak ada hubungan hukum

sama sekali dengan penggugat.

Berdasarkan uraian tersebutterbukti bahwa gugatan penggugat sangat
%}\ mengada-ada tanpa dasar vyang jelas dan merupakan hasil
N kolaborasi(kerjasama) dengan tergugat |, sehingga cukup alasan bagi
: \rnajelis hakim vyang terhormat untuk menyatakan bahwa gugatan
| enggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard). ‘

Il. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONVENSI ‘

1. Bahwa apa yang tergugat |l sampaikan dalam eksepsi adalah
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban
dalam pokok perkara ini. °

2. Tergugat H ‘menclak dengan tegas: seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan penggugat dalam gugatnnya, kecuéli terhadap hal-hai
yang secara tegas di akui oleh tergugat |i.

3. Tergugéﬁ i menolak dengan tegas dalil-dali penggugat dalam
gugatnnya yang menyatakan penggugat memperoleh lahan tersebut
dehgér{é'cé"ra membeli dari tergugat | dengan mendasarkan akta-akta
pelepasan hak dan ganti rugi no. 45,(10. 48,no 47, no 28, dan no. 27
yang di buat di hadapan notarié Pitta Emma Sitompul SH. '
3.1. Bahwa akta-akita pelepasan hak dan ganti rugi yang

ditakukan di hadapan notaris Pitta Emma Sitompul, SH. Tersebut

adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum,
seharusnya setiap transaksi jual beli tanah dilakukan dihadapan

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau notaris yang

merangkap sebagai PPAT. |

Bahwa seandainya pun benar akta-akta tersebut di buat oleh
notaris Pitta Emma Sitompul, SH. Seharusnyalah Notaris tersebut
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melakukan kdnfirmasi kepada tergugat | apakah alas hak
kepemilikan Tergugat | atas tanah tersebut dan apakah telah di -
keluarkan Sertifikat, sehingga terbukti bahwa notaris Pitta Emma
Sitompul, SH. Semata-mata hanyalah membuatkan akta-akta
sesuai permintaan dan kemauan penggugat dan tergugat ai saja,
tanpa melalui prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan dan
peraturan perundang-undangan yarg beriaku.

3.3. Dengan demikian akta-akta pelépasan dan ganti rugi yang
dibuat antara tergugat | dengan penggugat tersebut hanyalah
merupakan hasil rekayasa penggugat dengan tergugat | untuk
memperoleh tanah yang sebetulnya telah di ketahui milik tergugat
noo | _‘
Dengan demikian akta-akta pelepasan hak dan ganti rugi no. 45,
no 46 no. 47, no. 28, no. 27 yang di buat di hadapan notaris Pitta
Emma Sitompul,SH. Adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum sama sekali. ' '

4. Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan tergugat Il

4.1.  Dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 5 alinea

katujuh,
Penggugat menyebutkan antara lain :
“bahwa apapun yang terjadi antara tergugat | dengan tergugat
dan tergugat 1l bukanlah merupakan tanggung jawab penggugat
dan pengd‘g\;ugat tidak pernah ikut cmpur,akan tetapi dari sengketa
tersebut penggugat menjadi korban dan sangat merugi.”
4.2, Bahwa seandainya pun penggugat merasa di ruglkan
seharusnya penggugat menggugat dan meminta ganti rugi
kepada tergugat | bukan .ke'p.ada tergugat | bukan kepada
tergugat il,karena jelas tergugat |l tidak ada hubungan hukum
dengan penggugat, bahkan justru tergugat 1l lah yang di rugikan
jika benar penggugat telah membeli tanah yang notabene milik
tergugat Il.

engan demikian jelas tidak ada hubungan hukum antara
lergugat Il dengan Penggugat, namun dengan adanya tndakan
penggugat yang melakukan jual béli tanah milik tergugat It,maka
tergugat-ll merasa di rugikan, yang selanjutnya tergugat Il akan
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melakukan gugatn balik (Rekonvensi) baik terhadap penggugat

‘maupun terhadap tergugat I.

5. Kepemilikan tergugat II atas tanah sengketa adalah sah.

51. Bahwa tergugat Il memiliki tanah sengketa seluas kurang

iebih 17.320 m2 yang terletak di jalan dari Medan ke Belawan KM

7.9 kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan -Medan Deli, Kota
madya Medan, provinsi Sumatera Utara, berdasarkan akta Jual -

" Beli No. 44 tahun 1964 No. 45 Tahun 1964, dan No. 46 tahun
1964. .
: Selanjutnya tertanggal 14 Desember 1995 telah dikeluarkan
@l\sertifiat hak pakai no. 1 tahun 1995 atas nama Departemen
enerangan Repubklik Indonesia di Jakaita ( sekarang

_ E@ «."nﬁj Departemen/Kementerian Komunikasi dan' Informatika Republik

N, g Indonesia) yang dalam perkara a quo adalah‘ tergugat Il
Bahwa proses perolehan dan penerbitan sertifikat hak pakai no. 1
tahun 1995 tersebut adalah telah sesuai . prosedur dan
persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Hal ini terbukti dengan adanya putusan kasasi
Mahkamah Agung RI No. 260 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember
2008, dalam pérkara'TUN yang mempermasalahkan ke absahan
sertifikat a quo yang di gugat oleh Sdr. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution Etergugat 1) ' '

5.3. Bahwé lokasi tanah secara keseluruhan tersebut di
rencanakan’akan di bangun percetakan negara di Medan yang
pembangunannya wktu itu bekerja sama dengan kontrraktor PN.
Nindya Karya di Jakarta dan Medan. Rencana 'pembangunén
percetakan negara terhenti karena bantuan biaya dari jerman
Timur waktu itu tidak terealisir, sehingga lokasi tanah tidak
terurus dan terbengkalai, namun demikian pekerjaan
pemerataan, - penimbunan tanah, pemagaran sekeliling lokasi

)ang dilaksanakan PN. Nindya Karya sesuai penugasan dari

fergugat Il tetap dapat dilaksanakan.

| Selanjutnya PN. Nindya Karya selaku pelaksané‘pekerjaan

. tanpa sepengetahuan dan seizin dari terguglat Il telah
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menugaskan kepada salah seorang karyawannya yaitu Sdr. Drs.

Ahmad Fauzie Nasution ( tergugat 1) untuk menjaga'dan

mengawasi tanah milik tergugat |l tersebut. Namun ternyata sdr.

Drs. Ahmad Fauzie Nasution (tergugat |) yang di tugasi

mengawasi justru menguasai dan mengajukan permohonan hak

atas sebagian tanah tersebut, namun segala upaya perolehan
hak yang dilakukan oleh tergugat | akhirnya dapat di batalkan.

55. Bahwa belum di tempatinya lokasi tanah oleh tergugat Il,
karena adanya penugasaan dan gugatan yéng selalu di lakukan
oleh orang-orang yang justru mengambil keuntungan dari

kevakuman/kekosongan organisasi yang di alami tergugat i,

antara lain: '

a. Rencana pembangunan percetakan negara di Medan terhent,
karena dana bantuan Jerman Timur waktu itu tidak terealisir.

b. Di bubarkannya Departemen Penerangan dalam kabinet
Presiden Gusdur pada tahun 1999, sehingga mengalami
kekosongan dan transisi dalam. penanganan berbagai
masalah baik menyangkut administrasi, kepegawaian , aset
tanah termasuk tanah di Medan

" ¢, Adanya gugatan baik perkara perdata maupun Tata Usaha
Negara yang di ajukan tergugat | maupun pihak lain ataupun
gugatn yang di ajukan penggugat dalam perkara 4
quo, sehingga tergugat Il selaku instansi pemerintah selali
taat dan menghormati hukum mengingat tanah sengketa
masm dalam status quo (berperkara);

d. Adanya penguasaan dan penyewaan tanah yang dilakukan
orang-orang yang tidak berhak,sehingga tergugat Il tetap
mempercayakan penyelesaian melalui jalur hukum;

Dengan demikan telah jelas dan terbukti bahwa kepemilikan
tergugat Il atas tanah sengketa adalah sah dan telah
empunyai kekuatan hukum karena mendasarkan kepda alas
ak atas tanah sempurna yaitu sertifikat Hak Pakar no. 1
tahun 1955
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6. Dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan tergugat 1l
melakukan perbuatan melawan adalah tidak berdasar hukum.
6.1, Dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 6, butir II,
alinea kedua ,menyebutkan,antara lain :
“-Bahwa terhadap tergugat Il dan tergugat ill dapat di kualifisir
telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan proses
sertifikat tanah yang di rekayasa dimana tergugat [l pada
faktanya......dst.”
6.2.  Dalil penggugat dalm gugatannya pada halaman 6, butlr Ill
alinea kedua dan ketaga menyebutkan antara fain : '

"-\-c.-_f’“‘a“" / tergugat |, Hl, dan tergugat lll mengakibatkan kerugian yang nyata
bagi penggugat baik kerugian materiil maupun moril....dst.”

6.3. 'Dalil ﬁenggugat daim petitum pada halaman 8,butir |,angka
2,manyebutkan antara iain.

“2. Menyatakan secara sah dan meyakinkan bahwa tergugat 1,2,
‘dan tergugat Ill telah melakukan pérbuatan melawan hukum;”
6.4. Dalil —dalii gugatan Penggugat pada Posita dan Petitum
tersebut merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formal
suatu grﬁgatan, dengan alasan sebagai berikut: |
a. Bahwa pengertian perbuatan melawan hukum diatur dalam ‘

pasal>.1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian
kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena
salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian

tersebut,”

b. lam uraian Pasal 1365 KUHPerdata tersebut terdapat 4
nsur. yaitu:

e - Harus ada suatu perbuatan melawan hukum;
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. Harus ada kerugian yang diderita;

» Harus ada hubungan kausaf antara perbuatan dengan
kerugian yang ditimbulkan; '

e Harus ada unsur-unsur kesalahan.

6.5. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalilnya baik dalam Posita
maupun dalam Petitum tidak menjelaskan perbuatan-perbuatan
Tergugat Il mana yang telah melanggar hukum dan perunda_hg-
undangan yang berlaku. Atau peraturan mana yang telah
dilanggar oleh Tergugat H pada waktu memperoleh tana‘h

erkara a quo, Tergugat Il tidak ada hubungan hukum dengan
R 1.;,,';“/' Penggugat, sehingga tidak ada kerﬁgian bagi Penggugat ataupun
tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Il bagi
Penggugat. |
6.7.  Selain itu Tergugat Il dalam mensertifikatkan tanah sengketa
seluas 17.320 m2 atas nama Tergugat il di lokasi Jalan Medan-
Belawan KM 7,9 Medan secara wajar, memenuhi prosedur
hukum dén peraturan perundang-undangan yang tidak berlakd
dan tidak bertentangan dengan hukum yang beriaku,
Dengan demikian penerbitan Sertifikat a quo oleh Terguagt f
adalgh tidak melanggar hak orang lain termasuk hak Penggugat,
tidak mélanggar hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. |
6.8. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 10
K/Sip/1983 tanggal 7 Mei 1994 memutuskan bahwa penguasaan |
saja terhadap tanah séngketa tanpa bukii adanya alas hak
(rechts titel). dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan
bahwa yang b'er'sangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

rdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa gugatan
enggugat yang mendalikan Tergugat Il telah melakukan pérbua-tan
elawan Hukum adalah merupakan gugatan yang mengada-ada
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dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatn tersebut harus di

tolak seluruhnya.

7. Penggugat adalah pembeli beritikad baik

7.1. Bahwa Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia (dahulu Departemen Penerangan Republik Indonesia)
atau Tergugat !l dalam perkara ini adalah pemegang alas hak
yang sah atas sebidang tanah seluas lebih kurang 17.320 m2

(tujuh belés ribu tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di

lurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, kota
) dan, Propinsi Sumatera Utara;

A B hwa alas hak tergugat li atas tanah tersebut diatas adalah

A, erdasarkan hak sebagaimana termaktub di datam Sertifikat Hak
“ Pakai No. 1 tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995

atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia
(sekarang Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia); ]
Bahwa alas hak Tergugat II atas tanah yang termaktub dalam
Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia tersebut diatas, telah dikuatkan
dengan.Putusan Mahkamah Agung Republik Indohesia No. 2182
K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005. Perkara perdata dalam
Putusan mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut adalah
atas Gugatan Perdata yang diajukan Tergugat | dalam perkara ini
sebagai Penggugaf melawan Tergugat Hl dalam perkara ini
sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilam Negeri
Medan No. 239/Pdt.g/1997/PN.Mdn tertanggal 18 Mei1999 jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 58/PDT/2000/PT.Mdn
tertanggal 19 Mei 2000, dimana dalam pemeriksaan tingkat
asasi dengan Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia
0. 2182/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005. tersebut telah
menyatakan perbuatam Tergugat Rekopensi (in casu Tergugat |)




yang menyewékan dan menjual tanah terperkafa {in casu Tanah
yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1995
penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia) adalah merupakan perbuatan
vang bertentangan dengan hukum;

7.2. Bahwa penggugat dalam gugatanhya tertanggal 18 Jahuari
2010 yang diagjukan dalam perkara ini felah menvatakan bav‘twa
penggugat ada menguasai dan memiliki sebidang tanah seluas
kuraing iebil §.100 m2 {enam ribu seratus meter persegi) terletak
di Jalan Kol. Yos Sudarso KM 7,9, Desa Tanjung Mulia,

oo
M-

Nf ‘% camatan Medan Deli, Kota Madan:

wa dalam gugatan tertanggal 18 Januari 2010 vang d:a;ukdn
perkara ini, Penggugat menyatakan, bahwa penggugat
perolen lahan tersebut dengan cara membeli dari Tergugat |
ngan Akie Pelepasan Hak dan Ganti Rugi sebagat Berikuf:
S Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45, tertanggal 26
Mei 2008, yang dibuat dihadag:ian Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, S.H.; Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,
dari Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vicentius
Setara Go; '
- Akia Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor © 46, tertanggal 26
Mei 2005, yang dibuat dihadapan Nataris PITTA EMMA
SI‘I:OMPUL, S.H., Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,
dari Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vicentius
S\e{‘a'r'éaGo; | ,
- Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 47, tertanggal 26
Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA
SITOMPUL, S.H., Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,
dari Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Tn. Vicentius
Setara Go;
kia Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor © 28, terfanggat 20
eptember 2005, vang dibuat dihadapan RNotaris PITTA
PAMA STTOMPUL, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang

Sumatera, atas nama Tn, Vicentius Setara Go kepada Tn.
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Sumady Ng-adia seluas lebih kurang 1.599 m2 (seribu lima
ratus sembilan puluh sembilan meter persegi);

- Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomar ; 27, tertangga! 20
September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA
EMMA SITOMPUL, S.H., Notaris di Kabupaten Deli Serdang
Sumatera, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie NasUtio_h
kepada Tn. Sumady Ngadia seluas lebih kurang 1.102 m2
(seribu seratus dua meter persegi); |

' 3. Bahwa dalam Gugain tertanggal 18 Januari 2010 yang

“15\ lakang penggugat untuk membeli tanah seluas lebih kurang

:é) 00 m2 (enam ribun seratus meter persegi) yang merupakan
'3 b hagian dari sebidang fanah seluas 17.320 m2 {tujuh belas ribu
~rotiga ratus dua puluh meter persegi) tersebut adalah, karena

tergugat | menunjukkan dasar-dasar kepemilikan dan
penguasaannya dan menurut tergugat | bahwa sebidang tanah
“seluas 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter
persegi} tersebut diperoleh tergugat | dari Ahli Waris pemilik
tanah sebelumnya vyaitd ahli waris almarhum 7. Djalaiudin

dengan Tergugat | pada tanggal 10 desember 1985,

hahwa be rdasarkan gugatan tertanggal 18 Januari 2010 tersebut,
hal itu berarti hahwa penggugat sejak tahun 2005 (sejak tanggal
26 Mei 2005) telah memebeli dari tergugat | dan menguasai
sebéﬁ‘aéian dari tanah seluas lebih'kurang 17.320 m2 (tujuh
pelas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) yang terletak di
jalan kol. yos sudarso km.. 7.9 kelurahan Tanjung Mulia ilir,
kecamatan Medan Deli, kota Medan, provinsi Sumatera Ulara
vaitu seluas lebih kurang 6.100 m2 (enam ribu seratus meter
parsagh. Atauy f*fv-nga-n kata lain bahwa sejak tahun 2005 (tanggal |
Am Met 2008) penggugat telah membeli dan menguasai seluas
bih kurang 6.100 m2 (enem ribu seratus metar perssgh yang
At

erupal-can bahagian dari tanah yang termakiub dalam serifikat
hak pakal.no. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan
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Republik Indonesia (sekarang Kementrian  Komunikasi- :
Komunikasi dan informatika Republik Indonesia): .

7.4.  Bahwa menurut hukum, dalam hal sebelum terjadinya jual
beli atas sebidang tanah, pembeli maupun notaris yang akan
membuat akta jual beli atas sebidang tanah, mempunyai
kewajiban unfuk menyelidiki guna untuk mengetahui dan
memastikan terlebih dahulu status hukum dari sebidang tanah
akan di perjual belikan untuk mengetahui tentang apakah atas

\n«‘«:s‘ebidang tanah vang akan diperjual belikan tersebut dalam

gketa atau apakah atas sebidang tanah tersebut telah di

arkan atau di setifikatkan. Hal-hal yamh demikian, dalah

G lilak merupakan kewajiban hukum dari penggugat dan notaris

‘ o f{r/ﬁ FA EMMA SITOMPUL,SH yang harus dilakukan sebelum

\:\“*;;"’,melakukan jual beli atas tanah seluas lebih kurang 6.100 m2
(enem ribu seratus meter persegi) tersebut.

7.5. Bahwa dalam kaitannya dengan hat tersebut di atas, bahwa
tahun 1892, tergugat | dalam perkara ini telah menyerahkan
tanah yang terletak di jalan kol. Yos Sudarso km. 7.9, kelurahan
Tanjung Mulia Hilir tersebut kepada kepala kantor wilayah
Departemen Penerangan Propinsi Sumate-ra .Utara;

Sahwa selain dari pada itu dalam putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia no. 1046 K/pid/1996 tertanggal 12 mei 1997
telah ﬁienyataka-n Terdakwa Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION
(in casu Tergugat 1) terbukti secara sah dan meyakinkan
-bers\a!-‘éh;"meiakukan tindak pidana-memekai Surat Palsu, dan
menghukum terdakwa Drs. A_\HMAD FAUZIE NASUTIN dengan

pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Bahwa pada tahun 1989, tanah yang termaktub dalam sertifikat
hak pakai no. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan
Republik indonesia, telah pernah di perkarakan olen tergugat .§
alam perkara perdata sebagaimana termaktub dalam Putusan
Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999 no.
[239/pdt. G/1988/PN:mdn. jo. Putusan Pengadilan Tinggi -Medrah,
tertanggal .9 Mei 2000 no. 58/pdt/2000/PT . Mdn. dan putusan.
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Mahkamah agung no. 2182 K/pdt/2003 tertanggal 28 April 2005,
dimana dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indolneéia
no. 2182 K/pdt/2003 tertanggal 28 april 2005 tersebut talah
menyatakan bahwa perbuatan Drs. Ahmad Fauzie Nasution (in

Terperkara adalah perbuatan melawan hukum;
7.6. Bahwa sejak tahun 1995, tergugat | dalam perkara ini telah
menetahui bahwa atas sebidang tanah seluas lebih kurang
17.320 m2 (tujuh belas ribu tig_a ratus dua puluh meter persegi)

republik Indonesia (sekarang Departemen
Komunikasi Dan Informatika Repubiik !ndonesia) , yaitu sejak
adanya perkara perdata yang termakiub di dalam putusan
Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18 Mei 1999
no.239/Pdt.G/1997/pn.Mdn  jo. Putusan Mahkamah agung
Republik Indonesia no. 2182 K/pdfl2003 tertanggal 28 Aoril 2005;
Bahwa walaupun tergugat | dalam perkara sejak tahun 1997
telah mengetahui bahwa atas sebidang tanah seluas lebih kurang
17:3§O m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi )
yang terletak di jl. Kol. Yos Sudarso km. 7.9, kelurahan Tanjung
Mt.;lié ';Hilir, kecamatan Medan Deli, kota Medan, Provinsi |
Sumatera Utara, telah di terbitkan Sertifikat hak Pakai no. 1 tahun
1995 penerbitan tertang-gél 14 Desember 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia, Tergugat 1 dalam
perkara ini juga {elah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha negara Medan dengan mengajukan Petitum atau
tuntutan agar Pengadilan tata Usaha Negara Medan menyatakar;
batal Sertifikat hak Pakai no.1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal
-Desember 1995 atas nama Departemen - Penerangan
publik-indonesia atas tanah seluas 17.320 m2 (tujuh belas ribu

ga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut;

casu Tergugat 1) tang menyewakan dan menjual Tanah -
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Bahwa gugath yang diagjukan tergugat | dalam perkara-ke
Pengadialn tata Usaha Negara tersebut, adalah gugatan
sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan tata Usaha
Negara Medan No. 53/G/2007/PTUN.Mdn tertanggal 9 Januari
2008 jo. Putusan Pe_ngadiian tinggi tata Usaha Negara Medan
no. 29/BDG/2008/PT.TUN.Mdn tertanggal 8 Mei 2008, dimana
dalam pemeriksaan tingkat Kasasi dengan putusan Mahkamah
agung Republik Indonesia No. 260 K/TUN/2008 tertanggal 3
~ Desember 2008 telah memberikan putusan dengan membatalkan
“lk'*'“,utusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.
2HBDG/2008/PT. TUN.Mdn te-rtanggafl 08 Mei 2008

. ¥ ebut,dengan menyatakan Gugatan Penggugat (in casu

ugat 1) tidak dapat di terima;
Bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum tersebut di atas,

dinyatakan tidak berhak untuk menyewakan dan menjual tanah
yang termaktub dalam sertifikat Hak Pakai No. 1 tahun 1995
penerbitan tertanggal 14 desember 1995 atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia, dan sejak tahun 2008 sudah
tertutup untuk mengajukén upaya.hukum daiam mempersoalkan
keberadaan atau ekseksitensi dari sertifikat Hak Pakai No. 1
tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 desember 1995 atas nama o
Dep'értemen Penerangan Republik Indonesia me-nyangkui o
sebidang tanah seluas lebih kufang 17.320 m2 (tujuh belas ribLi |
tiéa“;'ré{us dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di jalan.
Yos Sudarso km. 7.9 kelurahan Tanjung Mulia Hilir, kecamatan
Medan d.éli, kota Médan, pr-bvinsi surmatera Utara ters.ebut;

7.8. Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana telah di sebut di
atas, sudah sepatutnya harus diketahui oleh penggugat dalm
perkara ini maupun oleh notaris yang telah membuat. akta jual
be_’i atas tanah tersebut. Oleh karena itu, perbuatan tergugat |
dan penggugat dalam perkara ini beralasan untuk menyatakan
sgghagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum. pidana
(indak pidana) dalam kategori memberikan keterangan yang
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tidak benar dalam akte autentik {akta notaris) yang akan' di

ajukan untuk itu;

Bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana di sebut diatas, sudak di
ketahui notaris dan penggugat dalam perkara ini sebelum
terjadinya jual beli atas tanah yang termaktub dlam akta jual be;i
yang di buat PITTA EMMA SITOMPUL,SH, tersebut, oleh karena
itu, penggugat dalam perkara ini adalah pembeli yang tidak
beritikad baik, dan oleh karena itu tidak di lindungi hukum;

i eria LY

Ry N gat Il menolak dengan keras dan tegas dalil penggugat pada

i b } sl - '.

i;ii "L\ *j# Igman 7, butir IV, tentang permohonan agar di letakkan Sita
" o 2 . )

an (conservatoir Beslag) atas tanah terperkara, membayar

< ‘L :‘lﬁ P i, -‘.if.“f. i
N fgy{{n rugi, membayar uang paksa, dan permohonan putusan

W
N ".h“h,.;w!.ﬂ :

£

s

i,
.

#:"éggﬁi'tvoerbaar bij vorrad, dengan alasan :

8.1.  Tergugat Il memperoleh tanah sengketa adalah telah sesuai
prosedur sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta tidak melanggar hak penggugat
atau melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Hal mana terbukti dengan di keluarkannya Sertifikat Hak
Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Tergugat I} dan sampai
sekarang telah di buktikan keabsahannya dengan adanya

putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 260 K/TUN/2008
tanggal 3 :— Desember 2008, dalam perkara TUN vyang
mempersélé‘hkan ke absahan Sertifikat a quo yang di ajukan oleh
sdr. Drs. Ahmad Fauzie Nasution (tergugat ).

8.2. Selain itu tergugat 1l dalam mensertifikasi tanah sengketa
seluas 17.320 m2 atas nama tergugat Il di lokasi Jalan Medan-
Belawan KM. 7.9 Medan adalah . sevara wajar, memenuhi
prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan yang
beriaku dan tidak bertenténgan dengan hukum yang b_erlaku.
Dgngan demikian peberbitan Sertifikat 2 quo Tergugat |l adalah
tidak melanggar hak orang lain termasuk hak penggugat, tidak

elanggar hukum dan peraturan perundang-undan.gan yang

rlaku. - .
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8.3. Bahwa yﬁrisprudensi Mahkamah ‘Agung Ri Nomor : 10
K/Sip/1983 tabggal 7 Mei 1984 memutuskan- bahwa
pengugasaan saja tanah sengketa tanpa bukti édanya alas hak
(rechts titel )dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan
bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

8.4. 'Bahwa abtara tergugat |l dengan penggugat tidak ada
hubungan hukum, oleh karenanya tidak ada alasan dan tidak ada '
dasar hukumnya bagitergugaf Il untuk membayar uang ganti rugi |

7.9 Medan secara yuridis adalah merupakan tanah negara
pengelolaannya di serahkan kepada tergiugat || dengan di
a7 : farkannya Sertifikat hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama
=4, ;,:f‘"ﬁergugat I, sehingga tanah milik negara Tersebut tidak dapat di‘
mintakan sita jaminan oleh Penggugat. _ |
8.6.  Kalaupun Tergugat Il di anggap mempunyai harta kekayaan,
maka perolehan Kekayaan itupun di adakan dengan
mengguganakan keuangan negara yang secara yuridis tidak
dapat di sita, karena menurut pasal 65 dan pasal 66 ICW, S.1864
No. 106 izin untuk menyita barang-barabg milik Negara harus di -
mintakan persetujuan kepada Mahkamah Agung jo. Pasal 50 Bab
VIl Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yang Menyatakan sebagai berikut :

Pasal 50+ _

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

‘a. Uang atau surat berhallga milik negara/daerah baik yang
berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;

b. Uang yang harus di setor kepada pihak ketiga kepada
negara/daerah;

c.; Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada

!' instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga; . -

d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

negara/daerah;
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e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai. oleh negara/daerah
yang di perlukan untuk penyelenggéraan tugas pemerintahan.

8.7.  Berdasarkan alasan hukum yang telah di uraikan tersebut,
maka terhadap tanah sengketa sertifikat hak Pakai No. 1 tahun
1995 tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Tergugat | |
menyangkut lokasi tanah seluas 17.320 m2 yang terletak di jalan
dari Medan ke Belawan KM. 7.9, kelurahan Tanjung Mulia 'Hilir,
kecamatan Medan Deli, kotamadya Medan, Propinsi Sumatera -

;f:::\% Utara tidak dapat diletakkan sita jaminan oleh pihak manapun.
engan demikian cukup alasan bagi - Majelis Hakim yang

-terhormat untuk menolak permohonan sita jéminan yang diajukan

. leh Penggugat.

v, ' Tergugat | menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat

2727 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad)

Tuntutan Penggugat tersebut adalah tidak bénar dan tidak

berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Bahwa hukum acara perdata yang berlakunya hanya
memperkenankan diberikafnya putusan serta merta dalam
suatu perkara perdata jika pérbuatéh tersebut didukung alat
bukti yang kuat (Pasal 180 HIR). Kenyataannya Penggugét
tidak memiliki alat-alat bukti- tentang hak kepemilikan tanah
sesuai kepentmgan hukum dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Menurut Surat Edaran Mahkamah Gung RI Nomor 3 Tahun
1978 tanggal 1 April 1978, maka diinstruksikan agar Hakim
berhati-hati menjatuhkan putusan serta merta karena akan
mendapatkan kesukaran  dikemudian hari untuk
mengembalikan segala sesuatunya dalam keadaan semula,
bila ternyata kemudian Putusan Pengadilan Negeri tersebut
dgibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI.

c. Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama
'[l"ergugat Il secara administratif kenegaraan telah bertaku sah,

/{bahkan telah diuji keabsahannya oleh Putusan Kasasi
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Mahkamah Agung RI No. 260 K/TUN/2008. tanggal 3
Desember 2008, "

d. Pasal 19 ayat (2) huruf c. Undang-undang Nomor 5 Tahun._._; :
1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria:
“Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai

alat penbuktian yang kuat.”
Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun- 1997

tentang pendaftaran Tanah: ,
“Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum

AR
\,‘:\\'Q\h\ . )/
N 5271097 tentang Pendaftaran Tanah :

“sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai

alat pembuktian yang' kuat mengenai data fisik dan data

yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan
data yuridis te-sebut sesuai dengan data yang ada dalam
surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

Bahwa oleh karena dasar gugatan penggugat p_eng'gugat
tidak dilandasi dengan dasar dan alasan hukum serta alat
bukfi yang sah, maka tergugat !l mohon kepada majelis Hakim
yang “terhormat agar dalam perkara a quo, untuk menolak
menjatuhkan putusan yang dapat di jalankan terlebih dahulu
(uitbaar bij vooraad), mesklpun ada banding, verzet ataupun

Kasasi. e
B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah tergugat 1 (penggugat rekonpensi) uraikan
dalam Eksepsi dan dalam pokok perkara dalam konvensi adalah
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok

perkara dalam rekonvensi ini.
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2. Bahwa dalam rekonvensi ini penggugat rekonvensi (tergugat Ii
konvensi/departemen Komunikasi dan informatika) mengajukan
gugatan Rekonpensi terhadap penggugat Konvensi (vincentius
Setara Go.dkk), sebagai berikut ;

2.1. Bahwa Departemen Komunikasi dan informatika Repubiik
Indonesia (dahulu Depar‘cerﬁen Penerangan Republik Indonesia) -
adalah pemegang alas hak yang sah atas sebidang tanah seluas
lebih kurang 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh
meter persegi), terletak di ja'lan Medan Belawan atau J_alan Kol.

os Sudarso Km. 7.9 kelurahan Tanjung Muilia Hilir, kecamatan

‘_ ‘ \\\ edan Deli, kota Medan, provinsi Sumatera Utara ;

D) ¢ E;i“\il Bahwa alas hak penggugat rekonvensi atas tanah tersebut di

as adalah berdasarkan hak sebagaimana termaktub di dalam

e

2

i februari 1995 atas nama departemen penerangan republik

indnesia (sekarang Kementrian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia );
Bahwa alas hak penggugat rekonvensi atas tanah tersebiut di
atas adalah berdasarkan hak sebagaimana termaktub di dalam
sertifikat hak pakai no. 1 tahun 1995 peneritan tertanggal 14
desember 1995 atas hania departemen poenerangan Republik
Indonesia tersebut di atas, telah di kuatkan denganf putusan
mahkamah agung republik indonesia no. 2182 K/Pdt/2003
tertanggél 28 April 2005;

Bahwa perkara perdata dalam putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tersebut ad;alah atas gugatan perdata yang di
-ajukan tergugat | dalam perkara ini sebagai pehggugat melawan -
tergugat lllsdalam‘ perkara ini sebagai tergugat rllllpenggugat
rekonpensi sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan
negeri Medan No. 239/pdt.G/1997/PN.Mdn. tertanggal 18 Mei
1999 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
8/PDT/2000/PT.Mdn tertanggal 19 Mei 2000, di mana dalam
emeriksaan tingkat kasasi dengan putusan Mahkamah Agung
-epublik‘lndonesia no. 2182 K/pdt/2003 tertanggal 28 April 2005
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tersebut teiah menyatakan bahwa perbuatan Tergugat
Rekonpensi (in casu Tergugat 1) yang menyewakan dan menjual‘
Tanah terperkara (in casu tanah yang termakiub dalam Sertfikat -
Hak Pakai No. 1 tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Deserhbe_r
1995 atas nama Departemen Penerangan Republik indonesia)
adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan 'hukdm;
Bahwa pada tahun 1992, tergugat | dalam perkara ini telah
menyerahkan tanah yang terletak di jalan kol. Yos Sudarso km.
7.9 kelurahan tanung Mulia Hilir tersebut kepada Kepala Kantor

..... Wilayah departemen Penerangan Propinsi Sumatera Utara’-

epublik Indonesia No. 1046 K/Pldl'l 996 tertanggal 12 Mei 1997
~iplah menyatakan Terdakwa Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION
, Ain casu Tergugat 1) terbukti secara sah dan meyakin_kan bersalah
: # melakukan tindak pidana memekai Surat Paisu, dan ,men_ghukum _
Terdakwa Drs. AHMAD FAUZIE NASUTION dengan pidana
penjara selama 11 (sebelas) buian; - | |
2.3. Bahwa sejak tahun 1997, tergugat | dalam perkara ini tefah

mengetahui bahwa atas 'sebidang tanah seiuas- lebin kurang

: 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi) -

yang terletak di jalan Medan Belawan atau jalan Kol. Yos.
‘Sudarso KM '7.9 Kelurahan tanjung Mulia Hilir, Kecamatan '
‘Medan Deli, kota Medan, Propinsi Sumatéra Utara, telah
diterbitkan sertifikat Hak pakai no. 1 Tahun 1995 penerbitan
‘té“rté‘nggal 14 Desember 1995 atas nama Depariemen
Penerangan Republik Indonesia (sekarang‘ Kementrian
‘komunikasi dan Informétika Republik indonesia), yaitu sejak
adanya perkara perdata yang termaktub di dalam Putusan
Pengadilan Negeri Medan Teﬁanggal 18 Mei 1999 - No.
239/Pdt.G/1997/PN.Mdn. jo. Putusan Mahkamah Agung Repubhk
indonesia No. 2182 KIF’dt/2003 tertanggal 28 Aprii 2005;

Bahwa walaupun tergugat.| dalam perkara. sejak tahun 1997
'?éiah mengetahui bahwa atas sebidang tanah seiﬁas Iebih kurang
7.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)
yang terletak di jé_lan kol. Yos Sudarso Km. 7.9 Kelurahan
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Tanjung i\t’iuli'a, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Provinsi
Sumatera Utara, Telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 1 |
tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas.nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia, tergugat | dalam
perkaraini juga telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negera Medan dengan méngajukan Petitum atau
tuntutan agar Pengadilan Tata usaha Negara Medan Menyatakan
batal Sertifikat hak Pakai no. T:tahun 1995 penerbitan tertanggal '
14 Desember 1995 atas nama ‘departemen Peneranga Republik
Indonesia atas nama Departémen Penerangan Republik
lndonesm atas tanah seluas 17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga
cﬂﬁatus dua puluh meter persegi) tersebut ;

ﬁsahwa gugatan yang di ajukan tergugat i daiam perkara ini ke

F ‘*Pengadilan Tata Usaha Negara Tersebut, adalah Gugatan‘_ ] |

2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Medan
No. 29/BDG/2008/PT.TUN.Mdn tertanggal 8 Mei 2008, dimana
dalam pemeriksaan Tingkat Kasasi dengan -Puiusan Mahkamah
Agung Republik Indonesia no. '260 K/TUN/2008 tertanggal 3
desember 2008 telah memberikan putusan dengan mémbatalkan
putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.
29/§DG/20081PT.TUN.Mdn tertanggai 08 Mei 2008 tersebut,
dengan menyatakan gugatan penggugat (in casu ATergugat )
tidak dapat di terima;

2.4. Bahwa berdasarkan“fakta-fakta hukum tersebut di atas,
makka sejak tahun 2005 tergugat dalam perkara ini telah
dinyatakan tidak berhak untuk menyewakan dan menjual tanah
yang termaktub dalam Sertifikat hak Pakai No. 1 tahun 1995 atas
nama départemen Penerangan Republik indonesia (sekarang

menterian Komunikasi dan Informatika Republik indonesia ),
n sejak tahun 2008 sudah tertutup untuk mengajukan upaya
hukum dalam mempersoalkan keberadaan atau eksistensi. dari
ertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggai 14

sebagaimana termaktub dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No. 53/G/2007/PTUN.Mdn tertanggal 9 Januari
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Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik

indonesia menyangkut sebidang tanah seluas }efJih kurang

17.320 m2 (tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh meter persegi)

yang terletak di jalan Kol. Yos. Sudarso KM 7.9 kelurahan

Tanjung Mulia Hilir, kecamatan Medén Deli, Kota Medan,
Propinsi Sumatera Utara tersebut;

Bahwa fakta hukum sejak tahun 2005 tergugat | dalam perkara ini

telah dinyatakan tidak berhak untuk menyewakan dan menjual

. tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai no. 1 tahun

""”'*'*“-'~-#\1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama

Vs ;Q}‘»_ ) X &}\?partemen Penerangan Republik indonesia, serta fakta hukum

wa sejak tahun 2008 telah tertutup untuk mengajukan upaya

zi):um untuk mempersoalkan keberadaan atau eksistensi dan

yang terletak di Jalan kol. Yos Sudarso km. 7.9 Desa Tanjung '
viulia, kécamatan Niedan—ljeli, kota medan (tanah_ sengketa),

2.5. Bahwa dari perkara a quo teiah terungkap takta-fakia bahwa
tergugat | rekonpensi (penggugat konpensi) ternyata telah -
membeli sebidang tanah seiuas lebih kurang 6.100 m2 (enam
ribu seratus meter persegi) dari tergugat | konpensi (Drs. Ahmad
Fauzie f\iasution) yang terietak di Jalan Yos. Sudarso km. 7.9
Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, kota medan (tanah |
sengketa):. | |

2.6. Jual beli tanah tersebut di tuangkan dalam akia-akta
pelepasan hak dan ganti rugi'yang di buat di 'hadapan notaris
Pitta Emma Sitompul, SH, yaitu : o |
a. Akta pelepasan hak dan ganii rugi nomor : 45, tertanggai 26

Mei 2005, yang di buat di hadapan -notaris PITTA EMMA
SITOMPUL,S.H., Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,
dari Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vicentius
Setara Go. ;

. Akta. petepasan hak dan ganti rugi nomor : 46, tertanggal 26
Mei-2005, yang di buat di hadapan notaris PITTA EMMA
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SITOMPUIL,S.H., Notaris di Deli JSerdang Sumétera Utara, -
dari Tn. Dis. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vicentius
Setara Go.;
¢. Akta pelepfasan hak dan ganti rugi nomor : 47, tertanggal 26
Mei 2005,|yang di buat di hadapan notaris PITTA EMMA
SITOMPUL,S.H., Notaris di Deli Serdang Sumatera Utara,
dari Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vicentius
-Setara Go.;; .
d. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28 tertanggal 20
Septembef 2005, yang akan di buat di hadapan Notaris
MA SITOMPUL, SH, Notaris di Kabupaten Deli -
imatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
epada Tn. Sumady Ngadia seiuas lebih quéng

seribu lima ratus sembilan puluh sembilan meter

< 7 persegi);

e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 27 tertanggat 20
September§2005, yang akan di buat di hadapan - Notans
PITTA EMIMA SITOMPUL, SH, Notaris di Kabupaten Deli
Serdang Sljﬁmatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution kjépada Tn. Sumady Ngadia seluas lebih kurang
"i .102 m2 (seribu seratus dua meter persegi);

2.7. Bahwa bidang tanah-tanah yang di beli oleh tergugat |
Rekoﬁ‘vensi (pénggugat Koripensi) tersebut ternyata merupakan
s’eb?g.ian‘ dariitanah milik penggugat rekonvensi ‘(tergugat il
Konpensi) yang luas seluruhnya adalah 17.320 m2, yang
termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tertanggal 14
Desember 1995 atas nama'Deparftenﬁen Penerangan Republik

Indonesia (penggugat Rekonpensi/tergugat Il konpensi);

2.8.  Perbuatan| terguagt Rekonpensi (penggugat Konpensi)
tersebut telah imerugikan Penggugat Rekonpensi (tergugat Il
konpensi) kargna jual beli tersebut dilakukan tanpa izin dan

epengetahuan Penggugat Rekonvensi (tergugat Il konvensi)

elaku Pemilik sah tanah tersebut ;
Bahwa dalil-dalil tergugat rekonpensi ('penggugat konpensi)

‘dalar'n perkara g quo dengan jelas membuktikan bahwa tergugat




rekonpensi (penggugat konpensi) telah mengetahui bahwa'tahah
sengketa adaiah milik Penggugat rekonvensi (tergugét Il
konpensi), dan telah di keluarkan Sertifikat atas nama Penggugat
Rekonpensi/Tergugat I Konpens:

2.10. Dengan demikian teiah terbukti bahwa perbuatan Tergugat
Rekonpensi (penggugat konpensi) yang telah membeli sebagian
tanah dari tergugat | konpensi (Drs. Ahmad Fauzie Nasution)
sebagai penjual yang tidak berhak, yang menimbulkan kerugian .
bagi Penggugat rekonpensi (tergugat |l Konpensi) yang dapat

< M‘**’ *’?‘%{klasnfnkasnkan sebagai perbuatan melawan hukum; _

Bahwa oleh karena penggugat rekonpensi adaiah pemegang

Iﬁ hak yang sah atas tanah Terperkara dengan tanda bukti hak
!3 Jagarmana termakiub di dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1
”"tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1985 tersebut
tefan dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Repubiik
Indonesia No. 2182 K/Pdt/2003 tertanggal 28 April 2005 yang
telah menyatakan tergugat | dalam Perkara ini tidak berhak atas
Tanah yémg termaktub di dalam Sertifikat Hak Pakai no. 1 tahun
1995 penerbitan tertanggél 14 desember 1895 aias nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia tersebut, maka
beralasan menurut hukum untuk :

a. Meny_gtakan perbuatan Tergugat Rekonpensi/penggugat-
Konpénsi atas tanah yang termaktub daiamh Sertifikat Hak

Pakal No. 1 tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan

Hepubllk Indonesia tersebut adalah merupakan perbuatan
melawan hukum :
b. Menyatakan :
1) Akta pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45 tertanggal
28 Mei 2005, yang di buat di hadapan Notaris Pitta Emma
Sitompul SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang Sumatera
Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution

Kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang

1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi);
) Akta pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 46 tertanggal
. 26.Mei 2005, “yang di buat di hadapan Notans Pitta Emma
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Sitompui SH, Notaris di Kabupaien Deli Serdang Sumatera
Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution
Kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang
1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi);
3) Akta pelepasan Hak da,n‘Ganti Rugi Nomor : 47 tertanggal
26 Mei 2005, yang di buat di hadapan Notaris Pitta Emma
Sitompul SH, Notaris di Kabupat'en Deli Serdang Sumatera
Utara, atas nama Tn. Drs, Ahmad Fauzie Nasution
Kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih kurang
1.600 m2 (seribu enam ratus meter persegi);
kta pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28 tertanggal
b %0 September 2005, yang di buat di hadapan Notaris Pitta

/Sumatera Utara, atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution Kepada Tn. Vincentius Setara Go seiuas iebin
kurang 1.599 m2 (seribu lima ratus sembilan puluh
sembilan meter persegi); -

5) Akta pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 27 tertanggal
20 September 2605,'yang di buat di hadapan Notaris Pitta
Emma Sitompul SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang
Sumatera Utara, atas nama in. Drs. Ahmad Fauzie
Nasution Kepada Tn. Vincentius Setara Go seluas lebih

' k@rang 1.102 m2 (seribu seratus dua meter persegi);

[

BA L DEMI HUKUM dan tidak berkekuatan hukum;

¢. Menghukum Tergugat Rekonpensi/penggugat konpensi atau
pihak lain yang memperoleh hak dari Tergugat
Rekonpensi/penggugat konpensi untuk mengosongkan dan
menyerahkan tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak
Pakai No. 1 tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan
epublik Indonesia tersebut kepada Penggugat
ekonpensi/Tergugat Il Konpensi daiam keadaan kos'ong dan

haik tanpa adanya ganggugan dari pihak manapun;
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mengosongkan dan menyerahkan tanah yang termaktub dalam
Sertiﬁkéy Hak Pakai No. 1 fahun 1995 atas nama Depértemen
. Penerangan Republik Indonesia tersebut kepada Penggugat
Rekonpensi/Tergugat i Konpensll dalam keadaan kosong dan baik
tanpa adanya gangguan dari pihak manapun, Penggugat
z Rekonpensi memohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua
. Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Negeri Medan yang
memeriksa, mengadiii perkara ini untuk menghukum Tergugat
RekonpensulPenggugat konpensi membayar uang paksa

N EOR N o .
ﬂ,‘\{dwangsom) kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp

\ ép}abna lergugat Rekonpensi tidak mematuhi atau melaksanakan

Mtusan dalam perkara ini;

S yang mempunyai nilai bukti hukum yang sempurna (Sertifikat Hak
Fakal No. 1 Tahun 1995 penerbitan tertanggal 14 Desember 1995)
seta akta autentik lainnya yang diajukan dalam perkara - ini
sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, beraiasan menurut
: hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat
‘ dilaksanakan dengan serta merta (Uif Voer Baar Bij Voorraad)
E meskipun_ada perlawanan, banding maupun kasasi:
3 Berdasarkan \hal—hal dan alasan-alasan sebagimana diuraikan diatas,
bersama ini- perkenankanlah Penggugat Rekonpensi (Tergugat' Il
| Konpensi) \mengajukan permohonan agar Yang Terhormat Majeiis
Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai

berikut:

DALAM EKSEPSI :
‘ 1. Menerima dam mengabulkan eksepsi Tergugat H untuk seluruhnya;

4 i 2. Menyatakan Pengadiian‘Negeri Medan tidak berwenang memeriksa

. . Han mengadili perkara ini
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3. Menyatakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a
quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard):

DALAM POKOK PERKARA:
DALAM KONPENSI |
1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil jawaban Tergugat I untuk

seluruhﬁya;

\ - 2 Menofak'gugatan Penggugat uniuk sefuruhnya atau setidak-
.-;'_ ), \’{_%\:tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

ke Niet Onvankelijke Verklaard);

%ﬂ ¢ 3 Sﬁényatakan hahwa Tergugat Il tidak melakukan perbuatan
\\ :w,,«-““’i/"’}/melawa.n hukun;

e e
4,

Menyatékan Tergugat | adalah pemilik yang sah atas tanah
sengketa yang merupakan bagian dari tanah milik Tergugat |l
yang terletak di Jalan dari Medan ke Belawan KM 7,9, Kelurahan
Tanjung Mﬁiia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan,
Propinsi Sumatera Utara (JI. Medan-Belawann KM 7.9 Medan)
atau dikenal juga dengan nama Jalan Yos Sudarso KM 7.9
Medan;

5. Menyatakan Setifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14 Desember
199§ atas nama Departemen Penerangan Republik Indonesia di
Jakarta adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan Akta-akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi yang
terdiri dari; '

a. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 45 tertanggal 26
Mei 2005, vang dibuat dihadapan Notaris Pitta Emma
Sitompul, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera, atas nama
Tn. Drs, Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vincentius

etara Go seihas lebih kurang 1.600 M2 (seribu enam ratus

meter persegi);
Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor: 46 tertanggal 26
Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Pitta Emma
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Sitompul, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang Sumatera,
atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution' Kepada Tn.
Vincentius Setara Go seluas lebih kurang 1.800 M2 (seribu
delapan ratus meter persegi);
c. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 47 tertanggal 26
- Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Pitta Emma
Sitompul, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang Sumatera,
atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn.

Vmcent[us Setara Go seluas lebih kurang 1.600 M2 (seribu

enam ratus meter persegi);
' ;“';:.\ Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 28 tertanggal 20
%,September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Pitta Emma
;ISstompui 'SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang Sumatera,

atas nama Th. Vincentius Setara Go Kepada Tn. Sumady

Ngadia seluas lebih kurang 1.599 M2 (seribu lima ratus

sembilan puluh sembilan meter persegi);

e. Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugt Nomor: 27 tertanggal 20
September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris Pitta Emma
Sitompuil, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang Sumaiera,
atas nama Tn. Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn.
Sumady Ngadia seluas lebih kurang 1.102 M2 (seribu seratus

-dua meter persegi);

. _Adalah TIDAK SAH, BATAL DEM! HUKUM dan ftidak

"bérkekuatan hukum:
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI

01.Menerima dan mengabutkan gugatan Penggugat Rekonpensi
(Tergugat It Konpensi) untuk seluruhnya;
02.Menyatakan Penggugat Rekonpensi (Tergugat 1l Konpensi)
dalah pemilk yang sah  atas tanah sengketa yang
merupakan bagian dari tanah milik Tergugat I} yang terletak di
WJalan dari Medan ke Belawan KM 7,9, Kelurahan Tanjung
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Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya Medan,
Propinsi Sumatera Utara (JI. Medan-Belawan KM 7,9 Medan);

03. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai No. 1 tertanggal 14
Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan
Republik Indonesia di Jakarta (Penggugat Rekonpensi
(Tergugat Il Konpensi) adalah sah dan mempunyai kekuatan
hukum; "

04.Menyatakan‘ Penggugat Rekonpensi/Tergugat | Konpensi
adalah pemegang alas hak yang sah atas Tanah yang

"‘:ﬂ:\penerbrtan tertanggal 14 Desember 1985 atas nama

J.;Departemen Penerangan Republik Indonesia;

j! Menyatakan Tergugat Rekonpensi (Penggugat Konpensi)

tetah melakukan perbuatan melawan hukum;
06.Menyatakan  perbuatan yang  dilakukan  Tergugat
Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang menguasai sebidang
tanah seluaé lebih kurang 6.100 m2 {enam ribu seratus meter
persegi) yang merupakan bahagian dari tanah yang termaktub
dalam Sertifikat Hak Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia yang terletak di
Jalan Kol. Yos Sudarso KM 7,9, Kelurahan Tanjung Mulia
Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tersebut, adalah
merupakan perbuatan yang berientangan dengan hukum

. (melawan Hukum);

07 Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi nomor : 45,
Tertanggal 26 Mei 2005,yang dibuat dihadapan Notaris PITTA
EMMA SITOMPUL, S.H., Notaris di Deli Serdang Sumatera
Utara, dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada Vincentius
Setara Go, Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor: 46
tertanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA
EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera,
dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vincentius

_étara Go, Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugt Nomor: 47
rtanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA
MMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang Sumatera,
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dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution Kepada Tn. Vincentius
Setara Go, Akta Pelepasan Hak dan ganti Rugi Nomor: 27
tertanggat 20 September 2005, yang dibuat dihadapan
Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli
Serdang Sumatera, dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada
Sumady Ngadia, Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor:
28 tertanggal 20 September 2005, yéng dibuat dihadapa{n
Notaris PITTA EMMA 'SITOMPUL, SH, Notaris di Deli
Serdang Sumatera, atas nama dari Vincentius Setara Go
Kepada Sumady Ngadia, batal demi hukum dan tidak

~herkekuatan hukum;
S nghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau
QI:ak lain  yang memperoieh hak dari Tergugat
" :)/ ekonpensMPenggugat Konpensi untuk mengosongkan dan
menyérahkan Tanah yang termakiub dalam Sertifikat Hak
Pakai No. 1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan
- Repubiik Indonesia yang terietak di Jaian Kol. Yos Sudarso
KM 7,9, Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medén
Deli, Kota Medan tersebut kepada Penggugat Rekonpensi
dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari
pinak manapun; -
OQ,Menghukum Tergugat ) Rekonpensi/Penggugat Konpensi
membayar uang paksa (dwangsom) Kepada Penggugat
Rekonpensi sebesar Rp.25.000.000,~ (dua. puluh lima juta
‘rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi
tidak mematuhi atau melaksanakan Putusan dalam perkara
ini;
10.Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan
dengan Serta Merta (Uit Voer baar Bij Voorraad) meskipun
ada Perlawanan, Banding maubun Kasasi; ,
'l'i,ri"vienghukum Tergugat Rekonpensi uniuk membayar biaya
- dalam pérkara ini;
’gAtau, Apabila Pengadilan berpendapat iain, mohon putusan
z%ng seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono).
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Mienimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat i

telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Il menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap
hai-hal yang diakui secara tegas.

2. Bahwa Gugatan Penggugat yang dituangkan dalam surat gugatannya
tidak berdasar dan harus ditoiak karena berientangan dengan fakta-fakia
hukum sebagai berikut :

A, MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT ( Absolute Competentie)

TN E A
T L
{.*g‘ - '\‘\"* ‘\

A

,hq;, dita, pada tanggal 14-12-1995 untuk diuji dan diperiksa oleh Pengadilan
‘ sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara
berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo undang-undang No.9
tahun 2004 jo undang-undang No.51 Tahun 2009 oleh Karena obyek gugatan
adalah produk Pejabat Tata Usaha Negara dalam kapasitasnya melaksanakan
urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang beriaku,
sehingga obyek pefkara termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara yang
diatur oleh Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Normor 5 Tahun 1986 jo undang-
undang Nomor 9,‘-T'ahun 2004 jo Undang-undang No.51 tahun 2009 yang
berbunyi : | _
“ Sengketa Tata Uéaﬁa Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata
Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah sebagai akibat
dikeluarkannya Keputuéan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *
Berdasarkan uraian diatas, mohon kepada Majeiis Hakim untuk memberikan
Putusan Sela terhadap eksepsi kompetensi absolute sebagaimana dlatur dalam
pgsal 134 HIR sebagai berlkut

- Menerima eksepsi Tergugat Il tentang kompetensi absolute ;
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- Menyatakan Pengadilan Negeri K IA Medan tidak berwenang memeriksa
dan mengadili perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.
Apabila Majelis Hakim berpendapat Iai‘n, maka Tergugat ili mengajukan eksepsi
lainnya sebagai berikut :
B. Gugatan Diajukan Dengan Objek Yang Sama atas perkara yang masih dalam
proses pemeriksaan (L"itispendentie Exceptie).
Sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dapat Tergugat Il tegaskan bahwa
P 1,_q“,;";%Sgr’nflkat Hak Pakai No.1/Tanjung Mulia Hilir telah menjadi obyek perkara di
/:“3"; _ ; adilan Negerl Medan dengan Register perkara No. 412/Pdt.G/2007/PN.Mdn

f" i Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan register perkara

) \L\x__,tet‘ép menjamin konsistensi dalam tingkaian peiaksanaannya banyak terdapat
putusan Pengadilan yang saling bertentangan satu dengan lainnya. Oieh
karenanya Tergugat ill memohon képada Majelis Hakim AYang Terhormat agar

“berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan

-

- gugatan tidak dapat diterima.
il. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat Hi memohon kepada Majelis Hakim agar kiranya
segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan
sebagal satu kesatuan dafam pokok perkara.

2. Bahwa benar Tergugat Ill teleh menerbitkan Sertipikat Hak Pakai
No.t/Tanjung. Muiila Hilir terdaftar atas nama Depertemen
Penerangan Repﬁblik indonesia, b;arkedudukan di Jakarta seluas
17.320 M2 pada tanggal 8-12-1995.

3. Bahwa quod noon Tergugat I telah melakukan penolakan
permohonan hak yang diajukan oleh Penggugat, maka penolakan

ang diaj‘ukan oieh Tergugat !li tersebut telah sesuai dengan
ketentuan hukum yang beriaku, karena tidaklah mungkin Tergugat

{li mengabulkan permochonan tersebut, sedangkan atas tanah yang




dimohonkan tersebut berada diatas tanah milik Departemen
Penerangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
4. Bahwa jual bell yang ditakukan antara Penggugat dengan Tergugat
| (Drs. Ahmad Fauzie Nasution) bukan merupakan tanggung jawab
Tergugat lil. |
5. Bahwa penerbitan sertipikat aquo telah menempuh prosedur
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang, karena teiah
melakukan pemeriksaaan data fisik dan data yuridis.
Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, bersama ini Tergugat Ii!
memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memutus perkara ini dengan

u&lam Eksepsi
i Menerima Eksepsi Tergugat H| sefuruhnya.
Menyatakan Pengadiian Negeri Ki. iA Medan tidak berwenang mengadili
perkara ini dan yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seiuruhnya atau setidak-
tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
I. Dalam Pokok Perkara ’
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghuk}Jm Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat iain, mohon untuk memutus

perkara ini seadil-adilnya’(Et aquo et bono).

Menimbang,bahwa terhadap Eksepsi dari Tergugat It dan Tergugat lil yang
menyangkut tentang kewenangan mutlak, kompetensi absolute, oleh Pengadilan Negeri
Medan telah dijatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Juli 2010 pada pokoknya
berbunyi :

- Menolak eksepsi mengenai kewenangan mutlak dari Tergugat il dan
;’Tergugat n;

iy Menyatakan Pengadiian Negeri berwenang mengadili perkara ini ;

- [{ Menangguhkan biaya perkara sampai adanya putusan akhif.
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: Menlmbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat i, il dan Iergugat itl

d| atas, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 30 Juni 2010,
3 demiklan pula atas repiik yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat | telan
mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 12 Juli 2010, selanjutnya oleh Tergugat |i
iteiah pula mengajukan Duplik tertanggal 12 Juli 2010 dan oleh Tergugat ili telah
E:diajukan Duplik tertangga 12 Juli 2010, Replik dan Dupiik mana uniuk mempersin.gkat
Eputusan Ini telah termuat selengkapnya didalam Berita Acara Persidangan perkara i,
sehingga diambil alih dan dianggap telah menjadi satu dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat

i ah mengajukan bukti-bukii tertulis, berupa :

o

f{fy‘-\
{ﬁo copy Surat Salinan Resmi Akta F’eiepasan hak Atas Tanah Dengan ganti

< J%L Nomor : 45, tertanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITA
IA SITOMPUL, SH. Notaris di Deli serdang, diberi tanda.............. bukti.P - 1.
to copy Surat Salinan Resmi Akta Pelepasan:hak Atas Tanah Dengan ganti
Rugi Nomor : 46, tertanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITA
EMMA SITOMPUL, SH. Notaris di Deli serdang, diberi tanda............... bukti.P - 2.
g Foto copy Surat Salinan Resmi Akta Peiepasan ‘hak Atas Tanah Dengan gantl
; Rugi Nomor : 47, tertanggal 26 Mei 2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITA
EMMA SITOMPUL, SH. Notaris di Deli serdang, diberi tanda.............. bukir.P - 3.
. _4. Foto copy Surat Salinan Resmi Akia Pelepasan hak Atas Tanah Dengan ganti
Rugi Nomor : 27, tertanggal 2(5 September 2008, yang dibuat dihadapan Notaris
PITA EMMA SITOMPUL, SH Notaris di Deli serdang, dlberl tanda..... bukti.P - 4.
Foto copy Surat Salinan Resml ‘Akta Pelepasan hak Atas Tanah Dengan ganti
Rugi Nomor : 28, tertanggal 20 September 2005, yang dibuat dihadapan Notaris
PITA EMMA SITOMPUL, SH. Notaris di Deli serdang, diberi tanda...... bukti.P - 5.
6. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.594-4014/2/1986 tertanggal
10 Maret 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kotamadya Medan, diberi
BN ..o e bukti P-6 ;
{ /. Foto copy Surat Formuiir isian Permohonan HM. HGE. Atas nama VINCENTIUS
SETARA GO sebagai Pemohon, tertanggal 10 Nopember 2008, diberi tanda

3 ;ﬂ{ ............................................................................................................ Bukt.. P-7

3.

p‘i
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8. Foto copy Surat Tugas Pengukuran Tanah No.3929/2006 tertanggal 29
| Nopember 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan, diberi
L= T - USRS UPROURUR S Bukti P-8 ;

9. Foto copy Surat Bukti Pembayaran biaya Permohonan Pengukuran, Biaya

Transportasi, dan biaya Panitia yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahahan Kota

Medan, diberi tanda .........ccccoveeiioiri e s Bukt...P-9 .
10. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak atas nama VINCENTIUS SETARA
GO, tertanggal 9 Desember 2009, diberi tanda..................... SRR Bukti P-10 ;

11.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan

Wié}%umbang, bahwa bukii P-1 sampai dengan bukii P-11 di atas, telah diberi
e;%al?'s‘ecukupnya dan ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-7, P-8, dan

tidaic dapat ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti P-6 walaupun hanya berupa
fptocopy, namun karena ternyata sama dengan bukti T.I-3 yang diajukan oleh Tergugat
| oleh karenanya dianggap ada asiinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertuiis di atas, Penggugat juga

engajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi MUCHLIS RASYID, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut . ‘-

- Bahwa saksi tahu yaltu masaiah tanah antara Penggugat dengan Tergugat |.

- Bahwa saksi mengurus pérmohonan Vincentius (Penggugat |) untuk mengurus
sertifikat sebagai mantan pegawai BPN ;

- Bahwa pertama saksi mengajukan permohonan ke BPN Medan dan tidak ada
jawaban dari BPN Medan, karena syarat sudah terpenuni Saksi ajukan lagi
permohonan dengan pertanyaan kenapa tidak diproses. Kemudian saksi ajukan
lagi yang ketiga baru ada jawaban dari BPN bahwa tanah tersebut adalah Hak
Pakai dari Departemen Penerangan RI. yaitu Hak Pakai No.1 Tanjung Mulia Hilir

- '.ahwa Penggugat | merﬁpef"oleh tahan tersebut berdasarkan Surat Tanah

engan Pelepasan Hak dengan Ganti Rugi antara Tergugat | dengan Penggugat
-




- Bahwa saksi ada mengadakan pengukuran dan saksi membawa tenaga ukur ke

lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat | ada dilokasi sewakiu diadakan pengukuran ;
- Bahwa saksi telah memberitahu Penggugat | bahwa tanah tersebut ada hak
Pakai dari Deppen ; )
- Bahwa Hak pakai ada masa berlakunya yaitu 10 tahun dan bisa diperpanjang ;
- Bahwa kalau untuk Pemerintah Hak Pakai berlaku selama dipakai
- Bahwa dilokasi tanah sengketa tersebut tidak ada bangunan milik Departemen

==, Penerangan ;

P‘i}?
<L hwa syarat-syarat permohonan Penggugat | sudah terpenuhi ;

-:"ﬁ‘j \ wa pihak BPN ada turun kelokasi tanah tersebut,
\—/_( Ei wa saksi tidak tahu terbit Sertifikat Hak Pakai No.1 ;

- Bahwa setahu sakSi Deppen tidak menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa sewaktu dilakukan pengukuran tanah Dep. Penerangan tidak ada
Komplin.

- Bahwa saksi sewaktu bertugas di BPN saya dibidang pendaftaran tanah ;

- Bahwa yang menandatangani permohonan adaiah Pak Vincentius (Penggugat 1);

- Bahwa sasar BPN mengeluarkan Hak Pakai saya tidak tahu ;

- Bahwa seharusnya selesai dulu Hak Pakai baru bisa dimunculkan sertifikat ;

- Bahwa masa berlaku. Hak Pakai Deppen ini adalah selama hak Pakai .itu
dipergunakan;

- Bahwa Permohonén Penggugat dalam mengajukan sertifikat adalah tanggat 10-
Novemnber 2006 y%ifﬂ‘untuk tanah seluas 1800 M2 ;

- Bahwa salam permohonan tersebut ada. saksi lampirkan Surat Pelepasan Hak
dengan Ganti rugi;

- Bahwa Hak Pakai Deppen seluas 17.320 M2.

- Bahwa Penggugat | memperolen tahan dari Tergugat 1.

- Bahwa perkara ini teiah diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara saksi
ltidak tahu ; | .

S§k3| LAW KOK KONG, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai

b rlkut '

“- [y bahwa saksi tahu yaitu permasalahan tanah dalam perkara Penggugat |.
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;- - Bahwa saksi tinggai di dekat lokasi tananh Penggugat dan buka usaha di lokasi.
tanah tersebut ;
' - Bahwa saksi buka usaha disitu sejak tahun 1996 ;
- Bahwa saksi duluan disitu baru Penggugat | ;
- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari Tergugai I

- Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut atas dasar sewa menyewa, Penggugat |

juga menyewa dari Tergugat i ;

.- Bahwa saksi tidak ada melihat bangunan pemerintah ditanah tersebut ;

Bahwa saksi juuga sudah memberikan ganti rugi kepada Tergugat | yaitu pada
hun 2005 ; |

= ‘R\hwa saksi tidak adg memohon sertifikat, setahu saya Penggugat | yang
.:'_“'\nohcn sertifikat ;

[ "iwa seiama saksi tinggal disitu tidak ada keberatan dari pihak iain ;

f g}%:wa Luas tanah milik Penggugat 6100 M2 ;

"lé/ah'wa batas-batas tanah saksi tidak tahu ;

- Bahwa dasar saksi tinggal disitu adalah Surat Perdamaian ;

- Bahwa Penggugat | tinggai disitu kalau tidak saiah tahun 7998 ;

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa seluas 17.000, sekian M2 ; _

. - Bahwa saksi memperoleh tanah tersebut dari tergugat | dan tanah tersebut sudah
termasuk tanah yang 17.000 sekian M2 tersebut ;

j - Bahwa saksi beli dari tergugat i seluas 2000 M2 ;

Menimbang, bahwa demikian puia, untuk menguatkan daiil sangkalannya, oleh

ergugat t telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Foto copy Surat Perqyaiaan para Ahli Waris Almarhum T. Djaialuddin tertanggal
10 Desember 1985 diberi tanda .............c.cccoovvvemrvereseeessrrrernennn, bukti T1-17
2. Foto copy Surat Keterangan No.594.3/13/1986 tanggail 20 Pebruari 1986 untuk
Drs. A. Fauzie Nasution dari Lurah Tanjung Muiia Kecamatan Medan Deli, dibe
E tanda OSSO O Y bukti T 1 -2.;
Foto copy Lembar Kesatu Surat Keterangan Pendaftaran tanah No.594-
4@%14/2/1986 tgl. 10. Maret 1986 dan Gambar Situasi Nomor © 743/1986 iuas
7.320 M2 dari Kantor Agraria Kodya Medan diberi tanda ................ bukti Tt-3;
" foto copy Surat Permohonan Keterangan Rencana Peruniukan tertanggai 18
aret 1986 oleh Drs. A. Fauzie Nasution ditujukan Yth. Bapak Walikotamadya




‘KDH Tk.li Medan c/q Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tk.Il Medan
‘dan  Dinas Tata Kota Kotamadya Meden keterangan rencana
N0.591/2578/3/149/1986 tanggal 13 September 1986 diberi tanda ...bukti T | -4 ;

S. Foto copy “ Risalah Pemeriksaan Tanah “ Permohonan : Hak Milik, tanggal 17-7-
1987 permohonan Drs. Ahmad Fauzie Nasution ya'ng dibuat dan ditandatangan,
oleh “ PANITIA PEMERIKSAAN TANAH “ diberi tanda.........ocovoeen.. buktiT1-5;

B. Foto copy Surat Pemerintan Kotamadya daerah Tk.li Medan kantor Agrérfa
Medan No.593.2.21.483/2/87 ditujukan kepada Camat Medan Deli
menyampaikan “ PENGUMUMAN TANGGAL 17 FEB. 1987 No.

;_’_,-'f)to copy surat Departemen Dalam Negeri Republik indoensia Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor : 47/HM/DA/88 pada tanggal 8 Maret 1988 tentang
pemberian Hak Milik atas nama Drs. Ahmad Fauzie Nasution diberi
tanda........o..ccoovevennnn, e et s et ee e en s buktiTi-8;

Y. Foto copy salinan Putusan Perkara Perdata No.258/Pdt.G/1997/PN.vidn. fanggat

09 Agustus 1997 dalam perkara antara Tengku Haris / Penggugat melawan Drs.

Ahmad Fauzie Nasution / tergugat merupakan Akte -Perdamaiann, diberi

TANAA. ..o buktiTI-9;
10.Foto copy Surat Pemyataar_i Tengku Haris Zulfikar bersama isterinya T. Maida
dengan saksi-saksi H. Sirgg_ar,' Suwardi Toto dan M. Bakti Surbakti, SH tertanggal
20 Agustus 1997 dengan .*"iar'ﬁpiran Surat Undangan kepala Kantor Witayah
Departemen Penerangan Nomor 5341/3/F/Perl/1998 tanggal 5 April 1988
ditujukan kepada Tk. H. Abas dan Tk. Harris, Surat Kuasa Nomor 35/8J/K/2/1998
tanggal 4 Februari 1988 dari Emir H. Mangaweang (Sekretaris jenderal
departemen Penerangan R.I) kepada Dailami, BA (kepaia Kantor Wilayah

Departemen Penerangan R.| Propinsi Sumatera Utara dan Surat permohoan -

- pengukuran oleh Emir H. Mangaweang atas tanahnya terietak di Jalan iedan

B’ielawan- KM.71/2 (Jin. Mesjid No.170 Medan, Desa Tanjung Mulia Medan)

- tgrtanggal 10 Februari 1988 ditujukan kepada Yith. Walikotamadya KDH Tk.if

edan Up. Kepala Kantor Agraria, diberi tanda.................... bukti T | - 10-';




ou

11.Foto copy Surat FPernyataan i, tahir Harahap tertanggal 30 Maret 1998 sesua;

aslinya yang ditampiri foto copy Surat Keterangan Kepala Kelurahan Tg. Muiia

Hilir (M. Tahir Harahap ) No.593.7/451 tanggal 8 Juii 1988, diber
AN bukti T1-11:
12.Foto

Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun 2009 sebesar Rp.9.540.010,- dan tahun 2010 sebesar Rp.11.088.860 atas

nama Achmad Fauzie nasution, Drs. diberi tanda............. (TR buktt T i-12;

Menimbang, bahwa bukti T |-1. sampai dengan bukti T.V-12 di afas, telah diber

liaderai secukupnya dan telah pula ditunjukkan aslinya di persidangan, kecuali T.f — 2
Y

) 1.1-86, T.l - 8, tidak dapat ditunjukkan aslinya ;
EoAN

Skl
=L
{\v}gpienfmbang,
| engajukan 5

bahwa seiain mengajukan bukti-bukti tertuils di atas, Tergugat i teian
(lima) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saks! M. TAHIR

HARAHAP, di bawan sumpah, pada pokoknya menerangkan
éebagai berikut :

Bahwa saksi sebagai Lﬁrah i'anjung Mulia Hilir dari fahun 1987 sam

pai dengan
tahun 1992,

Bahwa setahu saksi tanah terperkara bukan milik Dep. Penerangan :

Bahwa selain dari Tergugat | yaitu Achmad Fauzie Nasution tidak ada yang
{ melakukan permohonan sertifikat terhadap tanah tersebut :

L~ Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut -

Bahwa setahu saksi yang menguasai lahan adaiah Tergugat I.

Bahwa setahu saksi tidak ada sénéketa di lahan tersebut,

itu milik Tergugat | ;
Bahwa setahu saksi Deppen tidak pernah memiliki tanah tersebut :

- Bahwa kalau langsung mengklaim tanah tersebut tidak ada ;

Bahwa letak tanah sengketa saksi tahu, dan luasnya sekitar 18.000 iz X
Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat | saksi kurang tahu pastinya ;

Bahwa uas tanah milik Dep. Penerangan saksi tidak tahu ;

Bahwa batas-batas tangh saksi tidak tahu.

Bahwa masalah Tergugat i ada sengketa sebelumnya saksi tidak tahu ;

Jaksi DJAMALUDDIN 8, gj bawah sumpah, pada pbkoknya menerangkan sebaga
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bahwa saksi sebagai Lurah Tanjung Mulia Hilir dari Tahun 1996 sampal dengan
tahun 2001. |

Bahwa pernah ada perselisihan tanah tersebut, kalau secara fisik tanah dikuasal
Tergugat | disisi lain Deppen juga mengkiaim tanah tersebut miliknya ;

- Bahwa Dep. Penerangan tidak ada mengajukan permohonan sehubungan

‘dengan tanah tersebut ;.
- Bahwa Tergugat | ada mengajukan surat permohoan kepada kami ;

- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut ;

- Bahwa yang menguasai lahan adalah Tergugat |.
Bahwa saksi tidak tahu bahwa Tergugat | ada menjual tanah tersebut kepada

Penggugat ;

4 /<3t iEgghwa yang membayar PBB tanah tersebut adalah Penggugat | dan Tergugat I ;

/ NAPNY
Y Hidla setahu saksi Penggugat dapat tanah dari Tergugat | ;

/5 -} s, . g

;;‘./ : A\hi setahu saksi tidak ada sengketa antara Tergugat | dengan Dep.
oo
ohé

feliéfangan ; | \
PR AN
x ’*‘W“Balya saksi tidak tahu ada terbit sertifikat Hak Pakai ;

"

SomeBAhwa saksi tidak tahu bahwa lahan dimaksud akan dibangun gedung
Percetakan Negara ;
- Bahwa fidak ada kantor pemerintah diflahan fersebut ;
- Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat | semula seluas 17 Ha ;
- Bahwa Tergugat | mendapatkan tanah dari mana saksi tidak tahu ;

- Bahwa benar penggugat juga menguasai tanah tersebut ;

=

Saksi ALINUDDIN NASUTION, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut : o
- Bahwa saksi tahu masalah tanah Tergugat | ad'a_ sertifikat yang dimiliki Dep.
| Penerangan.
- Bahwa tanah terperkara letaknya di Jalan Yos Sudarso Km.7,9 Kel. Tanjung
Mutlia Hilir ; ‘
- Bahwa batas-batasnya sakst tahu yaitu : )
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah masyarakat ;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya ;
ebelah Utara berbatas dengan Gudang ;
Sebelah Selatan berbatas dengan Gudang ;
- PBahwa sejak tahun 1982 saksi sudah tinggal disitu;




- Bahwa Tergugat | jauh sebelum tahun 1982 sudah menguasai tanah tersebut ;

- Bahwa ada pernah Notaris keberatan katanya itu tanah warisan.

- Bahwa sampai detik ini tidak ada Dep. Penerangan menguasai tanah tersebut

- Bahwa tidak ada bangunan milik Dep. Penerangan di tanah tersebut ;

- Bahwa Tergugat | setahu saksi tidak ada perkgra dehgan orang lain, tetap! saksi
’ tahu ada perkaranya yang sampai ke Pengadilén ;

s - Bahwa saksi kenai dengan T. Djalaiuddin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat | sejak kecil ;

Bahwa alas hak Tergugat | menguasai lahan saksi tidak tahu ;

Bahwa T. Charis kenal dan ia berfamili dengan T. Djalaluddin ;

4. Saksi HIDAYAT, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tahu masalah fanah Tergugat I. )
| - Bahwa yang menguasai tanah adalah Tergugat |;
i'-" - Bahwa sejak tahun 1990 saksi sudah ke lokasi tanah terperkara ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut sebagian sudah dipergunakan oleh Tergugat |
sebagai fermpat jualan ;
r ~ - Bahwa ada yang keberatan terhadap tanah tersebut yaitu Dep. Penerangan.
- Bahwa tidak ada banguna}w milik Dep. Penerangan di lokasi tanah tersebut ;
- Batas-batas saksi tahu yaitu :
Sebelah Selatan berbatas dengan gudang ;
Sebelah utara berbatas dengan Gudang Maimunah ;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah-masyarakat X
Sebelah Barat berbatas dengan JI. Yos Sudarso ;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut ada disewakan

- E%ahwa setahu saya alas hak Tergugat | adalah berdasarkan surat-surat yang
ada ;
- Pahwa 1. Djalaluddin dan T. Charis saksi tidak kenal ;
- (Bahwa masih aktif atau tidak tergugat | saksi tidak tahu.
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Bahwa tanah tersebut belum di kapiing-kapiing ;

Bahwa Tergugat | sampai sekarang tidak ada menjual tanah tersebut -

berikut :

bahwa saksi tahy mésaiah tanah antara

Tergugat | dengan Departemen
Penerangan :

bahwa luas tanah hampir 4000 tanah atau sektar 1 % HA:
- Batas-batas saya tahu yaitu :

Sebelah Selatan berbatas dengan gudang :

¥ dulu ada keberatan yaitu T,

z

Charis dan telah sampal ke Pengadilan tapi

y 'Zh selesai ;
*53 a 1. Djalaluddin saya kenal ;

;Bahwa T. Djalaluddin sudah meninggal tetapi tahun be

rapa meninggal saksi tidak
tahu,

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat | sejak 5 tahun yang lalu yaitu tahun 2005 :
Bahwa latar belakang T. Charis menuntut tanah tersebut saksi tidak tahu ;

Bahwa penyelesaiannya adalah ada pemba

yaran uang antara Tergugat | dengan
T. Charis ;

Bahwa Tergugat | yang menguasai tanah tersebut saksi kurang tahu :
Bahwa saksi bekerja di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir sejak tahun 1977 ;
Bahwa saksi tinggal di Tanjung Mulia sejak tahun 1966 |
Bahwa PT. Roda Mas Kenal yaitu disebelah tanah sengketa ;
Bahwa sengketa ini saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa ;

Menimbang, bahwa untuk  menguatkan sangkalannya,

lengajukan bukti-bukti tertulis berupa :
1. Foto copy * Akta Djuai-Beli * No. 44/1964 tertanggai 30 Desember 1964 antara
Tengku Aisjah sélaky Penjual dengan Muda Simatupang ( Kepala Administrasi
Urusan F’erbéka!an Pers dan Grafika) selaku Pembeii yang bertindak untuk dan
tas nama BPU Pertjetakan Negara Departemen Penerangan Republik Indonesia
tas sebidang tanah seluas lebih Kurang 4.227 M2 Yempat ribu dua ratus dua

tergugat 1 telan

%

-
?."::g-:l

s
Eo
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puluh tujuh meter persegi) dahulu terletak di Desa/kampung Tanjung Muiia,
Kecamatan Labuhan Delfi, Kabupaten Deli Serdang (sekarang di Jalan .Medan
Belawan atau Kol. Yos sudarso KM.7,9 Keluarahan Tanjung Muiia Hilir,
Kecamatan Medan Deli8, Kota Medan, propinsi Sumatera Utara), diberi tanda
B b e bukti T Il -1 ;
‘Jl. Foto copy “ Akta Djual-Beli No. 45/1964 tertanggal 30 Desember 1964 antara
Tengku Radin selaku Penjuai dengan Muda Simatupang { Kepala Administrast
Urusan Perbekalan Pers dan Grafika) selaku Pembeli yang bertindak untuk dan
atas nama SPU Pertjetakan Negara Departemen Penérangan Republik Indonesia
atas sebidang tanah seluas lebih kurang 4.665 M2 (empat ribu enam ratus enam
puluh tima meter persegi) dahulu terietak di Desa/kampung Tanjung Mulia,
&camatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang'(sekarang di Jalan Medan
"'f'awan atau Kol. Yos sudarso KiM.7,9 Keluarahan Tanjung Mulia Hilir,
g}‘amatan Medan Deli8, Kota Medan, Propinsi Sumatera. Utara), diberi tanda
e bukti T 11- 2 ;
“#oto copy “ Akta Djual-Beli “ No. 46/1964 tertanggai 30 Desember 1964 antara
Tengku Chairul-bariah, Tengku Amir Asmajuddin, Tengku Aida, Tengku Naziah,
dan Tengku Sjaifudd-in' selaku Penjual dengan Muda Simatupang. ( Kepaia
Administrasi Urusan Perbekaian Pers dan (Graﬁka) selaku Pembeli yang
bertindak untuk dan atas nama BPU Pertjetakan Negara Departemen
Penerangan Republik indonesia atas sebidang tanah seiuas iebih kurang 8.921
M2 (delapan fibu sembilan ratus dua puluh satu meter persegi) dahulu terietak di
Desa/kampung 'Tanjuhg Mulia, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Del
. Serdang (sekarang di Jalan Medan Belawan atau Kol. Yos sudarso KM.7,9
Keiurahan Tanjung Mulia ﬁiti?,’ Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, F’ropihsi
Sumatera Utara), dibefitanda ..............ccocoovvieieseee e bukti T fi -3 ;

. Foto copy * Surat PN. NINDYA KARYA (Perusahaan Bangunan Negara)
Tjabang Medan No.120/EA/PI/65 tertanggal 12 Desember 1965 perihal *
Rekening Pekerjaan Pendahuluan Proyek Pertjetakan Negara Medan *, diberi
TANAA Lo et ettt en bukti T Il - 4.;
. Foto copy * Surat PN. NINDYA KARYA Medan No.120A/EA/Pr/65 tertanggal 12
Desember 1965 tentang Perintjian Biaja untuk Pekerdjaan Pendahuluan Proyek
Pertietakan Negara Km. 7,9 Medan *, lampiran * Surat PN. NINDYA KARYA
Tjabang Medan “ No.120/EA/Pr/65 tertanggal 12 Desember 1965, diberi tanda
et  bukti T I -5.;
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Foto copy * Surat PN. NINDYA KARYA Medan tertanggal 12 Desember 1965
tentang “ URAIAN dari Perintjian Biaya “ yang merupakan lampiran Surat dari
PN. NINDYA KARYA Tjabang Medan * No.120/EA/PI/E5 tertanggal 12 Desember
1965, dIDENi NG ..voooocoeeoeeoe o oo . buktiTIf-5.;
. Foto copy * Surat Departemen Penerangan Badan F’embangunan Projek-projek
Pertjetakan dengan périhal Pengawasan Tanah Bapproper Deppen, KM.7,9
Medan Belawan “ No.119/X/proper/68 tertanggal 16 Oktober 1968 yang ditujukan
kepada PN. NINDYA KARYA Cabang Medan, diberitanda ............ bukti T -7.;
Foto copy “ MEMO Kepala P.T. Nindya Karya Cabang iV Sumut-DI. Aceh "
tertanggal 25 Oktober 1988 yang ditujukan kepada Drs. A. Fauzie Nasttion (
gugat 1) untuk mengawasi tanah yang terletak di Jalan Medan Belawan KM.
' ;\mben BBNAR oo bukti TH-8;
"})“F tu|bopy Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional * tertanggal 11
Seimber 1991 No.22- Vill-1991 tentang “ Pencabutan/Pembatalan SK Mendagri
E ;i_)rr}en Agraria tanggal 8 Maret 1988 No.47/HM/DA/1988 tentang Femberian
ak Milik atas tanah seluas 8030 M2 terletak di KM. 7,9 Jalan dari Medan ke
Belawan, Keilurahan Tanjung Muiia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kotamadya

Medan, Propinsi Sumatera Utara atas nama Drs. Ahmad Fauzie Nasution, diberi
tanda

....................... e eeeee DUKE T I = 9

10 Foto copy “ Berita Acara Serah Terima Tanah “ tertanggal 05 Agustus 1992
| tentang Penyerahan Tanah Terperkara oleh Drs. Ahmad Fauzie Nasution (i
casu Tergugat | ) kepada Kanwil Departemen Penerangan Propinsi Sumatera
Utara (sekarang Kementerian_Komunikasi dan Informatika Republik indonesia),
_ diberitanda............. et bukti T 11 - 10 ;
-I1 Foto copy * Putusan Pengadllan Tata Usaha. Negara Medan “ tertanggal 15
Januari 1994 No.60/G/1993/PTUN.MDN. antara Drs. Lahmuddin Sumatupang
dkk dengan Kepaia Kantor Pertanahan Kotamadya Medan, Menteri Penerangan
Republik Indonesia, diberi tanda.........c....cooooovv bukti Til-11:

.Foto copy Surat Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia
No.208/KEP/MENPEN/1994 tertanggal 12 Oktobe- 1994 tentang Penunjukan
Perum Percetakan Negara Republik indonesia untux memanfaatkan Tanah Milik
Dgpartemen Penerangan di JI. Medan Belawan Km.7,9 (JI. Yos Sudarso) Medan

dan di Duren Tiga RT. 001/07 Keiurahan Duren Tiga (Ji. Pasar Minggu) Jakarta
elatan, diberi tanda.................cooeoo bukti T - 12 :
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foto copy * Surat Pernyataan atas nama Rius .Joni * tertanggal 14 Februari 1995,
dIDEri taNGA. ... bukti T Ii - 13 ;

4.Foto copy * Sertifikat Hak Pakai No.1/Desa Tanjung Mulia Hilir * penerbitan
tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik
indonesia atas sebidang tanah seluas lebiﬁ kurang 17.320 M2 (tujuh belas ribu
tiga ratus dua puluh meter persegi) terletak di Jalan Medan Belawan, desa
Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli Kota Medan, diberi
BANUA. ... e e bukti T It - 14 ;
-oto copy “ Putusan Pengadilan Negeri Medan * No.227/Pid.B/1995/PN.Mdn,
tertanggal 24 Juli 1995 dengan terdakwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat
 AIDEMIANARA. . ..ot bukti Tt - 15 ;

N

m‘o copy “ Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia tertanggal 12 Mei
M%&IH'?‘ No. 1046 K/Pid/1996 dengan terdakwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution, diberi
12l bukti T Il - 16 ;
*!ﬁF}ﬁ’to copy Surat Departemen Pekerjaan Umum Repubiik Indonesia tertanggai 26
3 prii 1896 Nomor TN.03.01.8J/388 tentang “ Koordinasi Menyelamatkan
Kekayaan Negara ", diberi tanda..........cooceeevoirovie oo, buktt T Il - 17 ;
Foto copy “ Putusan Pengadilan Negeri Medan “ tertanggal 18 Mei 1999
N0.239/Pat.G/1997/PN.MDN. antara D}s. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat 1)
melawan Emir H. Mangaweang dkk, diberi tanda................... bukti T 11 - 18 :
Y.Foto copy “ Putusan Pengadilan Tinggi Medan * tertanggal 19 Mei 2000
No.58/PDT/2000/PT.MDN. antara Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat ' |}
.- melawan Emir H. Mangaweang dkk diberi tanda............................ bukti T il - 19;
?O.Foto copy “ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia “ tertanggal 28 April
b 2005 No. 2182 K/Pdt/2003 antara Drs. Ahmad Fauzie Nasution ( Tergugat 1)

melawan Emir. H. Mangaweang dan . Departemen Penerangan Repubiik

indonesia, diberi tanda............ U PSURRRTRON bukti T 1l - 20 ;
1.Foto copy * Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan “ tertanggal 09
Januari 2008 No.53/G/2007/PTUN.MDN. antara Drs. Ahmad Fauzie Nasution (
Tergugat | ) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kementerian
Komunikasi dan informatika Republik Indonesia, diberi tanda..... .. buidi T i1 - 21 ;
2.Foto copy “ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan " tertanggal 8
Mei 2008 No.29/BDG/Z0U08/PT.TUN.MDN. antara Drs. Ahmad Fauzie Nasution
(fergugat 1) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Médan dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika Republik indonesia, diberi tanda....... bukti 711 -22;
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23.Foto copy * Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia * No.260 K/
tertanggal 3 Desember 2008 antara Drs. Ahmad Fauzie Nasution (

melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dan Kementerian Komunikasi
“dan Informatika Repubiik Indonesia, diberi tanda...... e bukti T 1l - 23 ;

TUNZ2003
Tergugat 1)

Menimbang, bahwa buki T.il-1 sampai dengan T-ii-23 diatas telah dicocokkan

éngan asiinya dipersidangan dan telah pula diberi materaj secukupnya,

lenimbang, bahwa

e lergugat |l menyatakan tidak mengajukan saksi dalam
O
erka?!\%rk\;
) j AV
e, Tﬂ\l\
7oy

N f L aa ﬁ_“gnbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya

Tergugat il telah
W}ﬁkﬁ bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No.1/Desa Tanjung Mulia Hiijr ( bukti T-1l-1)

Menimbang, bahwa bukti Til-1  diatas telah dicocokkan dengan aslinya

ersidangan dan telah pula diberi materai secukupnya.

-

- Menimbang, bahwa Tergugat ill menyatakan tidak mengajukan saks; dalam
}kara ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Nopeh1ber 2010, Majelis Hakim telah
ukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara aquo, dari
riksaan setempat mana telah diperoleh hasil Pemeriksaa_n Setempat sebagaimana
':;; telah terurai dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal tersebut, dan untuk

inpersingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi saty dengan putusan

ey
"l

‘ lak

f:?
Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat |, Tergugat i,
!x::f Tergugat il telah mengajukan Kesimpulan masin

g-masing secara tertulis
ioal 2 Desember 2010 ;
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Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Segala sesuatu yang

terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan,
dlanggap termasuk daiam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhimya kedua belah pthak dalam perkara ini, mohon
putusan ;

TENTANG HUKURMNYA
“DALAM KONPENS] :

§ Tr——
i‘{; ‘,:"-\.‘

Y ﬁ‘é@*\\m EKSEPSI ;
£y g

\;\Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban pertama, Tergugat I telah
nxé; Lkan eksepsi selain tentang kompetensi absolut yang sudah diputus oleh
‘E’pr}paﬁilan Negeri Medan dalam Putusan Sela tanggal 28 Juli 2010 (tidak perlu
rtimbangkan lagl), tergugat Ii telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagal
L'bgrikut: ’

1. Penggugat tidak mempunyal kewenangan untuk mengajukan Gugatan, karena
Penggugat dalam perkara ini tidak berhak atas tanah yang termaktub dalam
Sertitkta Hak Pakai No.1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik
Indonesia, maka cukup alasan gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
harus dinyatakan tidak dapat diterima :

Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).;

Bahwa dalil-dalii dajam Posita dan Petitum gugatan adalah gugatan yang
kaburftidak jelas, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan
bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Oncanketijke verklaard) ;
Gugatan Penggugat mengada-ada :

Bahwa Fenggugat telan mengetanu dar itergugat | bahwa Sertifikat Hak Pakai
No.1 tanggal 24 Desember 1995, telah diajukan Tergugat | upaya hukum
pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan menggugat Tergugat
li, dan hasil Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. gugatan Tergugat | tidak dapat

ditenima atau Sertifikat Hak Pakai No.1 adaiah sah millk Tergugat it dan mengingat
Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat | karena ternyata tanah yang dibelinya

alah milik Tergugat |, maka Penggugat melakukan kerjasama dan kolaboras
engan Tergugat | dengan cara menggugat Tergugat 1l dan Tergugat Ill dalam
erkara aquo, dengan demikian gugatan Penggugat hanyalhah' mengada-ada tanpa
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dasar yang jelas, mengingat Tergugat il yang Notabene tidak ada hubungan hukum
fﬁésama sekali dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa demikian puia bersamaan dengan jawaban pertama, selain
psi mengenai konpetensi absolut, Tergugat lil juga telah mengajukan eksepsi yang
ida pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat yang ditungkan dalam surat gugatannya tidak berdasar

harus ditoiak karena bertentangan dengan fakta-fakta hukum ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat il pada point 1, 2
\maupun eksepS| yang. dlajukan oleh Tergugat lll pada huruf a), Majelis Hakim

Memmbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi dan
ksud eksepsi Tergugat It dan Tergugat Ili diatas, Majeiis Hakim berpendapat bahwa
3 psi-eksepsi tersebut ternyata telah menyangkut tentang pokok perkara, oleh karena
akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

M POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana
rai di atas ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang menjadi pokok gugatan adalah :
a Penggugat ada menguasai dan memiliki.sebidéng tanah seluas kurang lebih
M2 yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso Km. 7,9, di Desa Tanjung Mulia
amatan Medan Deli, Kota Medan dengan batas-batas :

| a. Sebelah Utara berbatas dengan PLN :

b. Sebelah Selatan berbatas dengan Gang Tape

c. Sebelah Barat berbatas dengan Gang Tape ;

d. Sebelah Timur berbatas dengan Drs. Ahmad Fauzi Nasution/PT. Roda
| Mas, _ ‘

ah mana dibeli dari Tergugat | dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi'‘Nomor :
46 dan Nomor : 47 masing-masing tertanggal '26 Mei 2005 kepada Vincentius Setara
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enggugat i) dan oleh Vincentius Setara Go dialihkan satu tapak (persil) kembai
a Sumady Ngadia (Penggugat i), dengan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi
langgal 20 September 2005 dan Sumady Ngadia (Penggugat 11) juga
emperoleh sebidang tanah langsung dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat I)
g rdasarkan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi No.27 tanggai 20 September 2005 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat Penggugat (Vincentius Setara (o)
beli sebidang tanah tersebut dari Tergugat |, luasnya hanya sekitar 1800 M2, yang
pakan bagian dari tanah seluas 17.320 M2, yang menurut Tergugat | adalah
nya, dan menurut Tergugat | tanah seluas 17.320 M2 tersebut diperoleh dari ahii
3 pemilik . tanah sebelumnya vyaitu ahli waris Alm. Djalaluddin berdasarkan
fr.e\lesalan hukum atau adanya perdamaian antara ahii waris Alm. T. Djalaluddin
é;r\) fergugat | pada tanggal 10 Desember 1985 dan sekitar pertengahan tahun
g\{j&enggugat mengajukan . Surat Permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah
Jorkara seluas 1800 M2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Medan
rgugat 111) dengan dasar-dasar kepemilikan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi
46 tanggal 26 Mei 2000, akan tetapi ditolak oleh Tergugat lii dengan alasan bahwa
Lotas tanah tersebut telah terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 1 Desa Tanjung Mulia Hilir
anggai 14 Desember 1995 atas hama Tergugrat I, oleh karena mana Sertifikat Hak
fakai atas nama Tergugat |l tersebut cacat hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dlatas lergugat ! dalam
5 wabannya telah mengakui bahwa Tergugat | ada mengganti rugikan sebidang tanah
ara bertahap, sehingga mencapar luas + 6.100 MZ,. yang terletak di Jaian Yos
arso Km.7,9 Kelurahan Tanjung Mulia, Kec. Medan Deli, Kota Medan, yang batas-

h yang dimohonkan Penggugat Sertifikatnya tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak
akat No.1 Desa Tanjung Mulia Hilir tanggal 14 Desember 1995 atas nama Tergugat I,
ung Mulia Hilir tanggal 14 Desember 1995 atas nama Tergugat il tersebut _dengan |
' ngkalan bahwa tanah seluas 17.320 M2 tersebut adalah milik Tergugat | yang telah
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Jergugat | kuasal dan usahai secara terus menerus dari tahun 1967 sampai saat in

anpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun sudah 43 tahun lamanya ;

Mienimbang, bahwa demikian pula atas gugatan Fenggugat tersebut, telan ditolai

leh Tergugat If yang pada intinya bahwa akta-akta pelepasan hak dengan ganti rug
ang dilakukan dihadapan Notaris Pitta Emma Sitompul, SH tersebut adalah tidak sar
dan tidak mempunyai kekuatan hukum, seharusnya setiap transaksi jual beli tanar
liakukan dihadapan PPAT atau Notaris yang merangkap sebagai PPAT ;

i

Menimbang, bahwa begitu juga, atas gugatan Penggugat diatas, Fergugat 1

enolaknya dengan sangkalan bahwa benar Tergugat lif telah menerbitkan Sertifikat

-: Paka: No.1 / Tanjung Mulia Hilir, terdaitar atas nama Departemen Penerangan RI

? >ﬂ_udukan di Jakarta seluas 17.320 M2 pada tanggal 18-12-1995, dan Tergugat !
.:'elakukan penolakan permohoan hak yang digjukan oieh Fenggugat dengan
-!,.:f idak mungkm Tergugat Iif mengabulkan permohonan tersebut, sedangkan atas

i- edudukan di Jakarta dan penerbitan Sertifikat aquo telah menempuh prosedur
ebagalmana yang ditentukan oleh . undang-undang, karena telah melakukan
emerlksaan data fisik dan data yuridis, oleh karena mana Tergugat IIl menuntut agar

ugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setldak—ndaknya dinyatakan tidak
apat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah ditolak oleh Tergugat |

aupun Tergugat Il dan Tergugat Ill, oleh karena mana kepada Penggugat teriebih dulu

bebankan untuk membuktikan dalil-dalit gugatannya tersebut, kecuali sepanjang yang

lah diakui oleh para Tergugat diatas, tidak ‘perly dibuktikan lagi karena *
dalah bukti yang sempurna dan bersifat mengikat :

Pengakuan “

i\flemmbang, bahwa untuk membuktikan daii gugatannya, Penggugat teiah

engajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan bukti P-11 :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P- 9, bukti-bukt mana
rena fernyata menyangkut hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat | sebagaimana
urar diatas, bahwa benar Tergugat | telah melepaskan tanah dengan Ganti Rugi
bada Penggugat seluas + 6.100 M2 yang terletak di Jalan Ko! Yos Sudarso Km.7,9



:Urahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Dell, Kota Medan, tanah mana merupakan
_ian dari tanah seluas 17.320 M2 milik Tergugat i, oleh karena mana bukti P-1
p’ai dengan -5 tersebut tidak periu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-6 berupa Surét Keterangan Pendaftaran
ah No.594-4014/2/1986 tanggal 10 Maret 1986, bukti mana tidak dapat ditunjukkan
ginya dipersidangan, oleh karena mana diragukan kebenarannya dan harusiah
;aéampingkan ;

- Menimbang, bahwa demikian pula mengenai bukti P-7, P-8 dan P-9, bukti-bukti
:j na hanya berupa Fotocopy yang tidak bisa ditunjukkan aslinya dipersidangan, oleh
nanya haruslah dikesampingkan ;

| 7 iMenimbang, selanjutnya bukti P-10, berupa surat tanda terima setoran pajak atas
A ay,fvlncentlus Setara Go, tertanggal 9 Desember 2009, dan bukti P-11 berupa Surat
rggentahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan- atas nama Vincentius
’ ctara Go tanggal 5 Januari 2009, bukti-bukti mana bukanlah sebagai bukti kepemilikan
's tanah, melainkan bukti yang menyangkut pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan,
eh karenanya haruslah dikesampingkan :

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Tegen

k.
i

\:;vij (kontra bukti) dari Tergugat | ;

. Menimbang, bahwa bukii T.(-1 berupa Surat t—’ernyataan dari para Ahli Varis
marhurn T. Djalaluddin tertanggal 10 Desember 1985, bukti mana hanya merupakan
fenyataan sepihak dan tidak  dinyatakan dipersidangan dibawah sumpah, oleh

nanya tidak mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini dan haruslah
gesampingkan ;

‘ Menimbang, bahwa demikian pula bukti T.I-2, karena hanya berupa fotocopy
g tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan, sehingga diragukan kebenarannya
haruslah dikesampingkan :

Menimbang, bahwa mengenai bukii T.i-3, berupa Surat Keterangan Pendaftaran
\ karena bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah, oleh karena mana
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harusiah dikesampingkan, demikian pula bukti T.1-4 berupa surat permohonan dari Drs.,
Ahmad Fauzie Nasution tertanggal 18 Maret 1986 kepada Walikotamadya KDH. Tk.i|
Medan, karena tidak relevan dengan pokok persengketaan dalam perkara ini, oleh
karenanya bukti T.1-4 inipun haruslah dikesampingkan :

Menimbang, bahwa mengenai bukti T.i-5, karena tidak dapat ditunjukkan asiinya
dipersidangan, oleh karenanya diragukan kebenarannya dan haruslah dikesampingkan,
¥ demikian pula-mengenai bukti T.1-6 harus puia dikesampingkan ;

Menimbang, ‘bahwa meﬁgenai bukti T.I-7 berupa surat dari Kepaia Direktorat
Agraria Sumatera-Utara yang difujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri perihal
é?(nohonan sdr. Drs. Ahmad Fauzre Nasution tertanggai 31 Okiober 1987, karena tidak
%r\ﬁ:levanSInya dengan pokok persengketaan dalam perkara ini, karenanya harus pula

sgmpingkan ;-

, Menimbang, ‘bahwa’ demlklan pula mengenai bukti T.I-8, karena hanya berupa
otocopy yang tidak dapat dltunjukkan aslinya dipersidangan, oleh karena mana

* diragukan kebenarannya dan harusiah dikesampingkan : -

Menimbang, bahwa mengenai- bukti T.1-9 berupa salinan putusan perkara
| Perdata Nomor : 258/Pdt.G/1997/PN.Mdn. tanggal 9 Agustus 1997 antara Tengku Haris
b melawan Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat 1) berupa Akie Perdamaian, karena

tidak ada relevansinya dalam perkara ini, oleh karenanya bukti T.i-9 inipun harus

“ dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa buktl 1.i-10, berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan
dltandatanganl Tengku Haris Zulfikar tertanggal 20 Agustus 1997, karena tidak ternyata’
diterangkan dipersidangan dibawah sumpah, oleh karena mana harusiah

dikesampingkan, demikian pula mengenai bukti T.I-11 harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, selanjutnya rh‘engenai bukti T.I-12, berupa Surat Pemberitahuan
Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Achmad Fauzie Nasution,
Jasing-masing tahun 2009 dan tahun 2010, bukti mana bukanlah sebagat bukti
kepemilikan atas tanah melainkan sebagai bukti pembayaran Pajak Bumi dan
angunan, oleh karenanya bukti tersebut harus pula dikesampingkan ;




74

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
genai bukti yang diajukan oleh Tergugat I, sepanjang bukti tersebut relevan dengan
Serkara ini ;

~ Menimbang, bahwa dari bukti T.!-9 berupa Surat Keputusan Kepala Badan
ertanahan Nomor : 22-VI1-1991 tanggal 11 Nopember 1991, telah diperoleh fakta
ahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (Tergugat Iii), mencabut/membatalkan Surat
eputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria tanggal 8 Maret 1988
Qmor : 47/HM/DA/1988. tentang Pemberian Hak Milik atas tanah seluas 8030 M2
?elapan ribu tiga puluh meter perseqi) terletak di KM. 7,9 Jalan dari Medan ke Belawan,
Kolurahan Tanjung Mulia Hilir Kec. Medan Deli, Kota Medan. Propinsi Sumatera Utara
ﬂnama Drs. Ahmad Fauzie Nasution, dan menyatakan tanahnya dalam status
uia bukti mana telah disampaikan pula (tembusannya) kepada 1ergugat !, dan
ny gm atas tanah mana telah diserahkan oleh Drs. Ahmad Fauzie Nasution (tergugat
[ kepa}da Drs. H. Djamaluddin Syarif Ka. Kanwil Depaﬂémen Penerangan Fropinsi

i

Fnaitjera Utara (Tergugat ll) pada tanggal 5 Agustus 1992 (bukii T.1-10) ;

. Menimbang, selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI.
é)mor : 208/KEP/MENPEN/1994 tanggal 12 Oktober 1994, Menteri Penerangan telah
enunjuk Perum Percetakan Negara Ri. untuk memanfaatkan tanah milik Departemen
enerangan di Jin. Medan Belawan KM.7,9 (JI. Yos Sudarso) Medann seluas 17 683
W (bukti T.ii-12) ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 14 Desember 1995, terbitiah
rtlflkat Hak Pakai No.1/Desa Tanjung Mulia Hilir atas tanah seluas 17.320 M2 atas
ama Departemen Fenerangan Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta (Tergugat
'Iﬂ} terletak di Jalan Medan Belawan, Desa Tanjung Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota
edan {bukti T.H-14) ;

: Menimbang, bahwa dari bukti T.iI-15 dan T.Ii- 16, telah ternyata Drs. Ahmad
a:u21e Nasution (Tergugat ) teiah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan
alah melakukarf tindak pidana :
Memakai surat palsu ;
3 Menyuruh menémbatkan keterangan palsu . kedalam Akta

otentik yang penggunaannya dapat mendatangkan kerugian ;




HI. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan
melawan hukum telah menjual hak atas tanah Indonesia,
sedang ia tahu orang lain yang berhak atas tanah tersebut :

IV. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan
melawan hukum teiah menyatakan hak tanah indonesia,
sedang ia tahu orang lain berhak atas tanah tersebut :

Dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 11
(sebelas) Bulan, putusan mana diucapkan pada tanggal 12 Mei1997
oleh Hakim Agung R.i ;

I v, Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11-21, T.1I-22 dan T.Ii -23, masing-masing
b ’L’;ﬁa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 9 Januari 2008,
it 531{1 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggai & Mei 2008 dan Putusan
ik ahah Agung RI. No. 260 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, dalam perkara
;ér Drs. Ahmad Fauzie Nasution sebagai Penggugat (Tergugat ) melawan 1. Kepala
ntor Pertanahan Kota Medan sebagai Tergugat | (Tergugat i), 2. Menteri Komunikasi
n informatika Ri. sebagai Tergugat |i (Tergugat Il), ternyata gugatan Penggugat (Drs.
mad Fauzie Nasution) dinyatakan tidak dapat diterima : |

: Menimbang, selanjutnya dari bukti T.Hi-1 yang diajukan oleh Tergugat [, berupa
Sert:flkat Hak Pakai Nomor : 1/ Tanjung Mulia Hilir, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kota Medan pada tanggal 14 Desember 1995, bukti mana sama dengan
bukt| T.H-14 yang diajukan oleh Tergugat |l, oleh karena mana tidak periu
dtpemmbangkan lagi ;
f Menimbang, bahwa berdasarkan ‘rakta-fakta yang terurai diatas, ternyata bahwa
enggugat memperoleh sebidang tanah seiuas kurang lebih 6.100 M2 yang terletak di
Jatan Kol. Yos Sudarso KM. 7,9, Desa Tanjung Muiia, Kecamatan Medan Deli, Kota
edan (yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah membeli dari Tergugat |
secara bertahap berdasarkan Akia Pelepasan Hak dan (:antl Rugi Nomor : 45, Nomor :
6 dan Nomor : 47, masing-masing pada tanggal 26 Mei 2005, selanjutnya berdasarkan
kta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28 dan Nomor 27, masing-masing

nggal 20 September 2005, tanah mana merupakan bagian dari tanah seluas 17 320




Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tanah sengketa yang dibeli oleh para
Penggugat dari Tergugat | tersebut adaiah tanpa alas hak, dan ternyata dalam perkara
pidana sampai Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung RI. pada tanggal 12 Mei 199 {,
bahwa Drs. Ahmad Fauzie Nasution (Tergugat 1), telah dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memakai surat paisu * dan
menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam Akta Otentik yang penggunaannya
dapat mendatangkan:kerugian dan seterusnya *, dan ternyata pula atas tanah sengketa
telah’ terbit Sertifikat:Hak Pakai Nomor . 1/Desa Tanjung Mulia Hilir pada tanggal 14
Desember 1995 atas -nama Departemen Penerangan Ri. seluas 17.320 M2, sehingga
para Penggugat sebagai pembeli tanpa alas hak yang jelas, sudah sepatutnyalah tidak
J"‘Mﬁg\&iungf oleh: Hukum dan tldak dapat dinyatakan sebagai pembeli yang beritikad baik ;

Memmbang, bahwa berdasarkan kenyataan- -kenyataan diatas, oleh karena Para
; g'v;,i_bat tidak-berhasil membuktikan dali-dalil gugatannya, oleh karena mana gugatan
“Pe g’ugat harusiah:ditolak untuk seiuruhnya :

DALAM REKONPENSI

Menimbang, -bahwa maksud dan tujuan gugatén Penggugat dalam Tekonpens’r /
Tergugat-\I;I,.,gkorgbgn'siyédq!ah»sebagaimana terurai di atas :

' Menimbang,..bahwa yang menjadi pokok gugatan rekonpensi Penggugat /
Tergugat Il konpensiadalah bahwa Penggugat rekonpensi / Tergugat I konpensi adalah
pemegang aias;;h,ék yang sah atas sebidang tanah sengketa seluas 17.320 M2, oleh
karenanya akta-akta. Pelepasan Hak dan Ganti Rugi masing-masing No.45, No.48,

’No 47, No.48, dan No.27 adalah tidak sah, batiai deml hukum dan tidak berkekuatan
hukum - |

l"vlenimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut ditolak oleh lergugat
konpensi/Penggugat Konpensi, oleh karena mana kepada Penggugat

konpensi/Tergugat 1i- Konpensi, teriebih duly dibebankan untuk membuktikan galil
atannya '

Menimbang, bahwa Sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi diatas,
wa dart bukti T-11-10, berupa Berita Acara Serah Terima tanah, ternyata Tergugat | -
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konpensi telah menyerahkan tanah terperkara kepada Kepala Kanwil Departemen

T e e e e o e
C .

; Penerangan Propinsi Sumatera Utara (Penggugat Rekonpensi) yaitu pada tanggal 5
- Agustus 1992, kemudian terbit Sertifikat Hak Pakai Nomor : 1 / Desa Tanjung Mulia Hilir
"" pada tanggal 14 Desember 1995 atas nama Tergugat‘ Il Konpensi/Penggugat
Rekonpensi (bukti T.li-14) untuk tanah seluas 17.320 M2 / bukti T.I1-1 ;

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 5 Agustus 1992 Tergugat | konpensi
telah’ menyerah‘kan‘""tanah tersebut dan kemudian pada tanggal 14 Desember 1995
terbit Sertiflkat iHak Pakai No.1 atas nama Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi,
;/P'ﬁ';«terépa Tergugat: l:=Konpensi tetap melakukan jual beli dengan para Tergugat
7, T_{Rea%ﬁgensn/Para Penggugat Konpensi pada tanggal 26 Mei 2005 dan tanggal 20

/ %m?mber 2@@)5 (: P -1:sampai: dengan P-5);

gugat I Konpensu pada tanggal 14 Desember 1995, seharusnya
'penS| tidak bisa lagi menjual tanah sengketa tersebut kepada para
nsifPara Penggugat Konpensi, namun jual beli kepada Para Tergugat
Rénggugat Konpensi tetap dilakukan pada tanggal 26 Mei 2005 dan
mber 2005, sehingga berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut jual
ugatl Konpensi 'kepada Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat
?-'zsdlnyatakan batal demi hukum karena tidak memenyhi syarat obyektif
sebagafmana pasal 1320 KUHPerdata (suatu sebab yang halal), sehingga berdasarkan
kenyataan- kenxat,aan diatas Penggugat Rekonpensi/Tergugat || Konpensi berhasil
membuktikanse-:‘_d_ja"l;i.lé.zgugatan_nya, oleh karena mana beralasan. menurut hukum tuntutan
_ PengngatRe‘kdnpehsi pada petitum ke-dua, petitum ke-tiga, petitum ke-empat, petitum
‘ ke-lima, petitum:ke-enam, petitum ke-tujuh, petitum ke-delapan, sedangkan petitum ke-

sembilan-dan‘ke-sepuluh haruslah ditolak

DALAM KONPENSI DAN REKONPENS!
/

A ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat
' ekonpen3| adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, oleh karena mana kepada
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Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi haruslah dihukum untuk

membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata serta ketentuan hukum lain

yang bersangkutan ;

MENGADILI

. DALAM KONPENSI :
DALAM EKSEPSI :

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat |l Konpensi untuk
sebagian;

2. Ménygtaka_n,i?\qugugat Rekonpensi/Tergugat |l adalah pemilik yang sah atas
ta'na'h"‘sq,fjg'l:gédt,a__,,yang merupakan bagian dari tanah miilk Tergugat !l yang
terletak di Jié _ V_Qaris:Medan-_ ke Belawan KM. 7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir,

- Kecamatan - é'n 'Deli Kota Medan Propinsi Sumatera Utara ( Jalan Medan —

[ 3 Belawan KM;.:G 9 Medan) atau dikenal juga dengan nama Jalan Yos Sudarso
KM. 79Medan Vo -

3. Menyatakan Ser’uflkat Hak Pakai No.1 tertanggal 14 Desember 1995 atas nama
Departemen Penerangan Republik Indonesia di Jakar’;a_ ( Penggugat

Rekonpensi / Tergugat || Konpensi ) adalah sah dan mempunyai kekuatan

hukum ;
: 4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi/Tergugat |l Konpensi adalah pemegang
' alas hak yang sah atas tanah yang termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No.1
Tahun 1995, penerbitan tertanggal 14 Desember 1995 atas nama Departemen
: Penerangan Republik Indonesia ; |
; 5. Menyatakan Tergugat Rekonpensi ( Penggugat Konpensi } telah melakukan

erbuatan melawan hukum ;
8. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonpensi/Penggugat
Konpensi yang menguasai sebidang tanah seluas lebih kurang 6.100 M2 (enam
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ribu seratus meter persegi) yang merupakan bahagian dari tanah yang
termaktub dalam Sertifikat Hak Pakai No.1 Tahun 1995 atas nama Departemen
Penerangan Republik Indonesia yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso KM.

7,9 Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
(melawan hukum)

7. Menyatakan Akta Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 45 tertanggal 26 Mei
2005, yang dibuat dihadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di
Deli Serdang, Sumatera Utara dari Drs. Ahmad Fauzie Nasution kepada’
Vincentius Setara Go, Akte Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 46,

> “tfga\ctanggal 26 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris PITTA EMMA

Sﬁl‘@MPUL SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara, dari Drs. Ahmad

F;auzﬂe Nasution kepada Vincentius Setara Go, Akte Pelepasan Hak dan Ganti

I{ug} Nomor : 47, tertanggal 26 Mei 2005 yang dibuat di hadapan Notaris PITTA

EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera Utara, dari Drs.

Ahmad Fauzie Nasution kepada Vincentius Setara Go, Akte Pelepasan Hak dan

Ganti Rugi Nomor : 27, tertanggal 20 September 2005 ya'ng dibuat di hadapan

Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli Serdang, Sumatera

Utara, dari Drs. Ahmad Fauzie Nésution kepada Sumady Ngadia, Akta

Pelepasan Hak dan Ganti Rugi Nomor : 28, tertanggal 20 September 2005 yang

dibuat di hadapan Notaris PITTA EMMA SITOMPUL, SH, Notaris di Deli

Serdang, Sumatera Utara, dari Vincentius Setara Go kepada Sumady Ngadia,

batal demi hukum dan tidak berkekuatan hukum';
§ 8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi atau pihak lain yang
memperoleh hak dari Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk
mengosongkan dan menyerahkan tanah yang termaktub dalam' Sertifikat Hak
Pakai No.1 Tahun 1995 atas nama Departemen Penerangan Republik
Indenesia yang terletak di Jalan Kol. Yos Sudarso KM. 7.9, Kelurahan Tanjung
Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan tersebut kepada Penggugat
Rekonpensi dalam keadaan kosong dan baik tanpa adanya gangguan dari
pihak manapun ; ‘

enolak gugatan Penggugat Rekonpensnﬂ' ergugat I Konpen3| untuk selain dan
elebihnya ;
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L IIl. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : |
- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekonpensi untuk
membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.686.000,- (satu juta enam ratus

delapan puluh enam ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadllan

F. RANGKA, SH, sebaga| Ketua Majelis, A S M U [, SH, dan H. SUTADI WIDAYATO,
SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada
: R A B U, tanggal 15 DESEMBER 2010 dalam persidangan yang terbuka untuk
| “gm dengan dibantu NAHWAN Z. NASUTION, SH, Panitera Pengganti, yang dihadiri
\Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat il, dan Kuasa Hukum Tergugat

] s‘);
4 HAKIM sNGgeoTA I ™ HAKIM KETUA

d.t.-‘o. d.t.O.

A S M UI,SH, YUFRERRY F.RANGKA, SH.
HAKIM ANGGOTA II

detoo.

H, SUTADI WIDAEATO,SH,M,Hum,

PANITERA PENGGANTY

d.t.0,

NAHWAN Z. NASUTION,SE..

Biaya-biaya :

f Ongkos panggil Rp. 1.175.000 -
J;‘Pemeriksaan Setempat  Rp. 500.000,-

Rp. 6.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 1.686.000,-




;ff CATATAN : Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor
20/Pdt.G/2010/PN.Mdn. tertanggal 15 Desember 2007, telah
diberitahukan kepada Kuasa penggugat pada tanggal 17 Januari 2011 ;

Bahwa terhadap putusan ini Kuasa Tergugat | sekarang Pembanding telah
mengajukan Upaya Hukum Banding pada tanggal 27 Desember 2010
dengan Akte Banding No. 192/2010 dan Kuasa Penggugat juga mengajukan
Upaya Hukum Banding pada tanggal 27 Januari 2011 dengan Akte Banding

No.15/2011.
Medan,_% Maret 2011

WAKIL PANITERA

PENGADILAN NEGERI MEDAN

d.t.o

BILLIATER SITEPU, SH.

NiP. 040064006.-

1 {satu) salinan yang sah sesuai dengan bunyi aslinya diberikan kepada

dan atas perr'ninfaan Kuasa Tergugat-ll (MUNAWAR, SH)} pada hari ini :

tanggal _%: Maret 2011 :
edan,_&fi Maret 2011

WAKIL PANITERA

ADILAN NEGERI MEDAN

%27 BILLIATER SITEPU, SH.
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